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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Relasi Islam
Dan Negara dalam perspektif Hizbut Tahrir” untuk menjawab persoalan bagaimana
relasi Islam dan Negara dalam perspektif Hizbut Tahrir dan bagaimana pula konsep
negara Islam menurut Hizbut Tahrir dengan menggunakan data primer yaitu buku-
buku yang ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir Tagiyuddin An-Nabhani dan buku-buku
yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir serta data-data sekunder yaitu buku-buku yang
menunjang dalam pembahasan skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi
ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau ucapan dari nyang bersangkutan dengan
menggunakan pola pikir induktif yang menjelaskan tiga macam paradigma relasi
Islam dan Negara di antaranya yaitu; paradigma yang bersifat sekularistik, integratif
dan simbiotik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Relasi Islam dan Negara dalam
perspektif Hizbut Tahrir adalah bersifat integrative dan tidak dapat dipisahkan.
Menurutnya wilayah agama juga meliputi wilayah Negara. Karenanya, Negara
merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan Negara
diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Ilahi”, karena memang kedaulatan itu berasal
dan berada di “tangan” Tuhan. Prinsip dasar dalam pemerintahan Islam menurut
Hizbut Tahrir adalah kedaulatan tertinggi di tangan Allah dan kekuasaan di tangan
ummat.

Hizbut Tahrir menganggap bahwa umat Islam wajib melaksanakan Islam
sebagai Diin (agama) yang sempurna secara kaffah. Oleh karena itu, wajib
melaksanakan syariah (hukum Islam) dalam sebuah pemerintahan dengan cara
mendirikan Negara Khilafah. Karena hanya dengan melaksanakan sistem Khilafah
Islamiyah secara kaffah, umat Islam dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara
sempurna. Dan manusia secara keseluruhan akan kembali dapat menikmati kehidupan
yang adil, damai, dan sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT. Dalam kehidupan
seperti itulah, umat Islam dapat merealisasikan ketundukan, ketaatan, dan
kepasrahannya kepada Allah SWT.

Key Word : Hizbut Tahrir
Khilafah Islamiyah
Daulah Islamiyah
Negara Khilafah
Relasi Islam dan Negara
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang relasi Islam dan Negara telah menjadi fenomena yang
mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad
ke-20, negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam
mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang
memungkinkan antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan ne;gara di
daerah mereka masing-masing. Di negara-negara tersebut hubungan antara Islam
dan Negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam. Sehubungan dengan
posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yakni karena
kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, hal ini tentu
saja merupakan kenyataan yang menimbulkan tanda tanya. Kenyataan inilah yang
telah menarik sejumlah pengamat Islam politik untuk mengajukan pertanyaan :
apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern, di mana gagasan
negara-bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya.'

Sementara itu, di sisi lain, para aktivis politik Islam memandang Negara
dengan mata curiga. Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan

membantu umat Islam dalam mempraktekkan ajaran agama mereka, mereka

! Bahtiar effendi, /slam dan Negara( Jakarta; Paramadina, 1998), 2
1



memandang negara telah melakukan manuver untuk menghilangkan arti penting
politik Islam dan pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai sebuah
masyarakat politik yang sekular. Situasi ini bahkan sering kali dipandang sebagai
indikasi bahwa negara menerapkan kebijakan ganda terhadap Islam. Yakni
sementara mengizinkan dimensi Islam ritual untuk tumbuh dan berkembang,
negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan bagi berkembangnya
Islam politik.?

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang
sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan dengan
agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk
menerima permis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang
paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana. Ini sebuah pandangan
yang mengakui bahwa di mana-mana, kehadiran | Islam selalu memberikan
panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.’

Pandangan ini telah mendorong sejumlab pemeluknya untuk percaya
bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Bahkan sebagian kalangan muslim
melangkah lebih jauh dari itu: “percaya akan sifat Islam yang sempurna dan
menyeluruh sehingga, menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu
(din, agama; dunya, dunia; dawlah, negara). Kerana itu, Islam adalah sebuah

totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah

2 Ibid, 4
3 Ibid, 7



kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan
dalam keluarga, ekonomi, dan politik. Bagi kalangan muslim ini realisasi sebuah
masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni
sebuah negara ideologis yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang
lengkap.*

Seiring dengan perkembangan zaman yang menegaskan sebuah kebebasan
dalam menyampaikan pendapat dan bertindak, sebagian masyarakat menawarkan
agama sebagai sebuah ideologi dan dasar sebuah negara, terutama muncul dari
kalangan umat Islam, baik yang terjadi di Indonesia maupun beberapa negara
yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Namun wacana demikian tidak begitu saja bisa diterima, karena masih
banyak terjadi kontradiksi pemahaman tentang posisi agama sebagai sebuah
bentuk peribadatan dan agama sebagai urusan pemerintah. Perbedaap pandangan
tersebut tidak hanya muncul dari kalangan agama lain, melainkan dari umat Islam
sendiri.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai yang berideologi Islam. Politik
merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di
tegah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam
sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan
kembali sistem khilafah dan dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah

dalam realitas kehidupan.

4 Ibid, 7



Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian
(seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan
penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga
sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi
jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.’

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban
dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum
muslimin kembali hidup secara Islami dalam darul Islam dan masyarakat Islam.®

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kaum muslimin
dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh Hukum Islam. Aturan-aturan ini
pada esensinya adalah religius dan terjalin inherent secara religius pula. Oleh
karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan Hukum Islgm selalu diupayakan
berdasarkan al-Qur’an sebagai wahyu Ilahi yang terakhir diturunkan kepada ‘
manusia, yang aplikasinya sebagian besar telah diterangkan operasionalnya oleh
Rasulullah. Karena itu, dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh hukum
manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu
gugat.

Penerapan Syari’at Islam berarti menjadikan akidah Islam sebagai dasar

negara dan aturan Islam sebagai aturan yang mengatur seluruh interaksi yang ada

3 Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis, (Jakarta; HTI-Press, 2002),

1

$ Ibid, 3



di tengah-tengah masyarakat. Penerapan Syari’at Islam 1 <" ' ;. ' 7 ran

sinergis individu, rakyat kelompok masyarakat dan negara.

Adapun dalam pelaksanaan kebanyakan huiium syara’ (Syari’at),
sangatlah bergantung pada khalifah, karena itu Hizbut Te!irir mengangosy bohwa
adanya jabatan khilafah Islamiyah menjadi syarat mutl:" |-~y ! “¢0 - cioran
Islam. Menjalankan hukum syara' ini, berarti memenuhi kebutuhan umat, baik
pengaturan kepentingan sebagai hamba Allah maupun kepentingan pribadi,
kepentingan tata susila, kepentingan pengaturan kemasyarakatan, kepentingan
ekonomi, perang maupun politik. Semua itu dalam rangka menciptakan
pengaturan umat baik ke dalam maupun ke luar. Dengan diaturnya cara
menjalankan Syari’at Islam dalam berbagai segi, itu berarti hukum Islam akan
menjadi tegak dan tak terkalahkan oleh yang lain.’

Menurut Hizbut Tahrir, Sejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18
Masehi) dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk
dari masa kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai
upaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar
kemerosotan dan kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak satupun
upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, dunia Islam masih

tetap berada dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan akibat kekacauan

! Sayyid Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam, Jakarta; Pustaka Setia, 1997), 169



dan kemundurannya, dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan
berbagai goncangan.?

Kegagalan berbagai upaya untuk membangkitkan kaum Muslim dapat
dikembalikan pada tiga sebab. Pertama, tidak adanya pemahaman yang
mendalam mengenai fikrah Islamiyah di kalangan para aktivis kebangkitan
Islam. Kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai tharigah Islamiyah
dalam menerapkan fikrah . Keriga, tidak adanya usaha untuk menjalin fikrah
Islamiyah dengan thariqah Islamiyah sebagai satu hubungan yang solid, yang
tidak mungkin terpisahkan.

Apabila kita telusuri mengenai fikrah, ternyata banyak unsur-unsur
terselubung telah menyelinap masuk ke dalam fikrah Islamiyah yang tidak
banyak diketahui secara rinci oleh sebagian besar kaum Muslim. Unsur-unsur
terselubung ini mulai menyusup sejak awal abad II Hijriyah sampai munculnya
periode penjajahan. Filsafat-filsafat asing, seperti filsafat India, Persia dan Yunani
telah mempengaruhi sebagian kaum Muslim dan menyeret mereka terjerumus
dalam kesalahan dengan berupaya mengkompromikan Islam dengan filsafat-
filsafat ini. Padahal jelas, filsafat-filsafat ini bertentangan secara keseluruhan
dengan Islam Usaha-usaha untuk mengkompromikan Islam dengan filsafat-
filsafat ini telah menimbulkan adanya interpretasi dan penafsiran yang
menjauhkan sebagian arti dan hakikat Islam yang sebenarnya, dan

memperlemah pengetahuan Islam dari benak kaum Muslim. Lebih dari itu,

® Hizbut Tahrir Indonesia, Mafahim Hizbut Tahrir, Jakarta; HTI-Press, 2007), 5



masuk Islamnya sekelompok orang-orang munafik yang menyimpan rasa dendam
dan kebencian terhadap Islam telah mengakibatkan munculnya manipulasi
terhadap ajaran-ajaran Islam, berupa pemikiran dan pemahaman yang bukan
berasal dari Islam, bahkan sangat bertentangan dengan Islam Hal ini melahirkan
kesalahpahaman terhadap Islam dalam diri sebagian besar umat. Ditambah lagi
dengan kelalaian umat terhadap penguasaan bahasa Arab dalam pengembangan
Islam yang terjadi pada abad VII Hijriyah. Faktor-faktor inilah yang mendorong
kemunduran kaum Muslim. Belum lagi sejak akhir abad XI Hijriyah (abad ke-17
Masehi) sampai sekarang dengan munculnya ghazwu ats-tsaqafi (invasi budaya),
kristenisasi dan serangan politik yang datang dari Barat semakin menambah
parahnya kemerosotan, sekaligus menjadi problema baru dalam masyarakat
Islam Faktor-faktor tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap
kesalahpahaman kaum Muslim mengenai fikrah Islamiyah, sehingga mampu
melenyapkan kejernihan fikrah Islamiyah yang hakiki dari benak kaum Muslim.
Sedangkan terhadap thariqah Islamiyah, umat Islam secara berangsur-
angsur telah kehilangan gambaran yang jelas mengenai thariqah Islamiyah.
Dahulu, kaum Muslim mengetahui bahwa keberadaannya dalam hidup ini adalah
hanya untuk Islam saja; dan bahwasanya tugas Daulah Islamiyah adalah
menerapkan Islam, menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negeri serta
menyebarluaskan dakwah Islam ke luar negeri dan sesungguhnya metode praktis
untuk merealisasikannya adalah dengan jihad yang dilakukan oleh negara. Namun

demikian, kenyataan sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam —setelah



mengetahui semua itu— mulai barpandangan bahwa tugas seorang muslim di
dunia ini adalah mencari kesenangan dunia terlebih dahulu, baru setelah itu
sebagai tugas yang kedua menyampaikan nasehat dan petunjuk. Itu pun jika
keadaannya mengijinkan. Di sisi lain, negara sudah tidak mempedulikan
lagi kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam.
Negara tidak lagi merasa bersalah atas kelalaiannya dan berpangku tangan dari
éktivitas jihad fi sabilillah dalam rangka menyebarkan Islam. Kaum Muslim
sendiri, setelah kehilangan negaranya —disamping kekurangan dan
kelemahannya—, mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat diraih
kembali dengan cara membangun masjid-masjid; menerbitkan buku-buku, tulisan
atau karangan; serta memdidik akhlak. Sementara mereka pada saat yang sama
tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah
mereka.

Sedangkan jika dilihat mengenai hubungan fikrah dan thariqah, ternyata
kaum Muslim hanya memperhatikan hukum-hukum syari’at yang berkaitan
dengan pemecahan problematika kehidupan yang menyangkut aspek fikrah saja.
Mereka tidak lagi memperhatikan hukum-hukum yang menjelaskan cara praktis
pemecahan problematika tersebut, yaitu hal-hal yang menjelaskan tharigah.
Pandangan seperti ini menjadikan kaum Muslim hanya menitikberatkan pada
studi hukum-hukum syari’at dengan meninggalkan metode operasionalnya.
Mereka lebih banyak memfokuskan perhatian dengan mempelajari hukum-hukum

yang berkaitan dengan masalah shalat, shaum, nikah, dan talak, sedangkan



mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad, ghanimah, hukum-
hukum yang menyangkut Khilafah, qadla (peradilan), hukum-hukum tentang
kharaj, dan sebagainya terlupakan.’®

Oleh karena itu menurut Hizbut Tahrir, selain memutuskan perkara di
tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga
merupakan seruan bagi umat Beliau. Mafhiim-nya adalah hendaknya kaum
Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw. untuk
memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah
Allah turunkan. Perintah dalam seruan ini bersifat tegas karena yang menjadi
obyek seruan adalah wajib. Sebagaimana dalam ketentuan ushul, ini merupakan
indikasi yang menunjukkan makna yang tegas. Hakim (penguasa) yang
memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah
saw. adalah Khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem
Khilafah!®.

Khilafah didirikan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum syariat
Islam dengan pemikiran-pemikiran yang didatangkan oleh Islam dan hukum-
hukum yang disyariatkannya serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh
dunia dengan mengenalkan dan mendakwahkan Islam sekaligus berjihad di jalan

Allah'!.

? Ibid, hal. 6

' Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah; (Pemerintahan dan Administrasi), (Jakarta; HTI-Press,
2008), 15

"' Ibid, hal. 77
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Berangkat dari sinilah, penulis menganggap ;| ~ voot oo lat

persoalan tersebut dalam pembahasan skripsi ini.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi Islam dan Negara menurut Hizbut Tahrir?
2. Bagaimana konsep Negara Islam menurut Hizbut T:
. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui relasi Islam dan Negara menurut Hizbut Tahrir.
2. Untuk mengetahui konsep Negara Islam menurut Hizbut Tahrir.
. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai
berikut:
1. | Secara Teoritis :

Memberikan kontribusi ilmiah dalam hal menambah khazanah
pengembangan kajian Relasi Agama dan Negara dalz:n Perspektif Hizbut
Tharir.

2. Secara Praktis:
Dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan, konsideran dalam

memahami hubungan Agama dan Negara dan realisasi ajaran Islam.



11

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran

tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam

penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau

tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang penerapan Syari’at Islam Menurut

Hizbut Tahrir, namun ada beberapa hasil pencarian yang saya temukan di

beberapa perpustakaan yang membahas tentang Syari’at Islam maupun Hizbut

tahrir,

1.

Dalam skripsi yang diangkat oleh Muhammad Haris tentang Kritik Nurcholish
Madjid Terhadap Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia. Permasalahan
yang coba diangkat adalah mempertanyakan tentang perkembangan
formalisasi Syéri’at Islam dan kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional
di Indonesia, dan analisis atas kritik Nurcholish Madjid terhadap formalisasi
Syari’at Islam di Indonesia. Pembahasan skripsi ini lebih condong pada kritik
Nurcholish Madjid terhadap penerapan Syari’at Islam di Indonesia.

Formalisasi Syari’at Islam dalam Dinamika Politik di Indonesia yang ditulis
oleh Akhmad Fathoni ini lebih menekankan pada persoalan pemformalan
Syari’at Islam dalam hukum negara. Bagaimana kaum muslimin pada masa
itu memperjuangkan Syari’at Islam dalam sebuah bentuk undang-undang

yang digunakan dalam pemerintah. Ia menitikberatkan pada upaya umat Islam
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Indonesia memperjuangkan terwujudnya Negara Islam dan memberlakukan
Syari’at Islam secara formal dalam sebuah konstitusi negara.

. Ditambah lagi dengan skripsi yang ditulis oleh Fitriyatus Sholihah yang
berjudul Problem Formalisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis Atas
Kritik Abdurrahman Wahid Terhadap Formalisasi Hukum Islam di
Indonesia). Dalam skripsi ini permasalahannya hampir sama dengan
pembahasan di atas, akan tetapi lebih dititikberatkan pada kritik Abdurrahman
Wahid atas formalisasi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 80-90an. Dalam
skripsi ini dikemukakan bahwa Gus Dur menjunjung tinggi keadilan di
berbagai bidang sebagai jati diri dan Islam sendiri adalah agama yang
demokratis karena dalam ajaran-ajaran-Nya mengandung esensi-esensi
demokrasi.

. Ghufron Ahmad Yani dalam skripsinya yang berjqdul Formalisasi Syari’at
Islam di Indonesia Dalam Perspektif Liberalis Dan Fundamentalis ini
mencoba mengangkat perspektif antara Jaringan Islam Liberal (JIL) dan
Majelis Mujahidin (MM) tentang formalisasi syari’at Islam di Indonesia yang
lebih menitik beratkan komparasi pemikiran di antara keduanya.

. Formalisasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Islam Liberal. Skripsi yang
ditulis Fattahul Anjab kali ini menyoroti tiga aspek penting dalam
penelitiannya, yaitu: formalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam
perspektif Islam Liberal, formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam

perspektif Islam Liberal serta implikasi dari formalisasi hukum Islam tersebut.
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6. Berbeda halnya dengan skripsi Achmad Lukman Hakim yang berjudul
Penolakan Hizbut Tahrir Terhadap Demokrasi. Dalam deskripsinya
memberikan pandangan Hizbut Tahrir tentang alasan serta landasan
penolakannya terhadap demokrasi yang didasarkan pada 3 alasan dalam
pandangannya, yaitu: 1. demokrasi merupakan rekayasa Negara Barat, 2. ide
demokrasi merupakan pemikiran yang utopis, 3. Demokrasi merupakan sistem
buatan manusia. Jadi dalam skripsi ini lebih memfokuskan tentang alasan
penolakan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi.

7. Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Tentang Khilafah Dan Strategi Dakwahnya.
Skripsi Abdul Aziz Muslim ini mencoba mengeksplorasi gagasan Hizbut
Tahrir melalui pemikiran-pemikiran politiknya tentang strategi dan
gerakannya. Yang menjelaskan pemikiran Hizbut Tahrir tentang sistem
khilafah, bahwa yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan poli_tik adalah
kedaulatan tertiggi milik Tuhan, sedangkan kekuasaan adalah milik umat.
Kemudian tujuan kekuasaan untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan
segala perilaku kehidupan social haruslah diatur dan dikontrol oleh hukum-
hukum Tuhan. Ia lebih menitik beratkan tentang gagasan-gagasan Hizbut
Tharir terhadap sistem kenegaraan.

8. Bai'at Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Metode Melegitimasi Kekuasaan
Kepala Negara. Deskripsi hasil penelitian dalam skripsi yang disusun oleh
Abdullah Syafi’i ini menyimpulkan bahwa bagi Hizbut Tahrir, bai'at

merupakan metode yang sah menurut syari'ah dalam pengangkatan kepala
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Negara. Karena bai’at ini telah diterangkan dalam beberapa hadist Nabi yang
harus dilakukan umat Islam.

Sedangkan pemikiran Hizbut Tahrir banyak dibahas dalam skripsi-skripsi,
diantaranya adalah pemikiran Hizbut Tahrir Tentang Hukum Pidana Islam
oleh Rizki Ayudya. Pada skripsi ini lebih banyak memaparkan pada
persoalan-persoalan hukum pidana Islam atau jinayah menurut pandangan
Hizbut Tabhrir.

Dari karya ilmiah yang pernah ditulis di atas, belum ada yang membahas

tentang Relasi Islam dan Negara (Studi Tentang Penerapan Syari’at Islam

menurut Hizbut Tahrir), maka untuk itu skripsi yang akan disusun ini adalah

kelanjutan atau pengembangan dari karya ilmiah yang telah dibahas dan

dikembangkan dari waktu ke waktu.

F. Metode Penelitian

1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan Kualitatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
Kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."
Demikian pertimbangan dalam menggunakan pendekatan kualitatif
adalah karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini lebih peka dan lebih

12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; Rosdakarya, 2001), 4.
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dapat menyesuaikan diri dengan banyak pcnaji: - - Lo e dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi."
b. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian Pustaka adalah serangkaian !'c-i~*n yvang borlenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka, m: ' - ¢ onmicne ¢ serta
mengolah bahan penelitian."

Pertimbangan dalam memilih jenis penclitian ini adalah karena
data pustaka tetap andal untuk menjawab persozlan penelitian dalam riset
ilmiah, karena terdapat persoalan yang hanya bias dijawab dengan
penelitian pustaka dan tidak memungkinkan untuk menggunakan riset
lapangan, seperti sejarah, ide-ide atau karya-karya objek penelitian.'

2. Sumber Data
Sumber data penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, vaitu:
Data Primer dan Data Sekunder.
a. Data Primer
Data Primer adalah catatan mengenai ciri atau karakteristik dari objek
yang diamati, yang akan digunakan sebagai sumber informasi utama dalam

menjawab tujuan penelitian.'®

13 .

Ibid, 5.
' Suhadi, Metode Penelitian Pustaka, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia,2004), 3.
' Ibid, Hal 5

Panji Satrio. Dasar-dasar Penelitian,
http://203.77.237 2 1/EINVES T/homepage/1407/rohil/0/Jenis%20Data%20dan%20Sumber%20Data.htm 29-01-10
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Data Primer dapat berupa hasil pengukuran langsung dari objck yang
diamati, yang dilakukan oleh peneliti atau tim peneliti, bisa dari sumber lain
seperti lembaga tertentu, atau laporan maupun journal yang diketahui secara
pasti sumbernya. Dalam hal ini data primer menggunakan buku-buku yang
ditulis oleh Hizbut Tahrir

1) Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah, karya Hizbut

Tahrir.

2) Pembentukan Partai Politik, karya Hizbut Tahrir.
3) Daulah Islamiyah, karya Hizbut Tahrir Indonesia.
4) Mafahim Hizbut Tahrir, karya Tagqyudin An Nabhani.
5) Peraturan Hidup dalam Islam, karya Taqyuddin An-Nabhani.
6) Sistem Pergaulan dalam Islam, karya Hizbut Tahrir.
b. Data Sekunder

Data Sekunder Adalah catatan mengenai ciri atau karakteristik dari
objek amatan atau catatan yang relevan atau berkatian dengan objek amatan,
yang akan digunakan untuk melengkapi, atau memperkaya sumber informasi
utama (data primer)."’

Asal-usul data sekunder bisa dari mana saja, apakah diukur langsung
peneliti dari objek amatan, atau berasal darisumber lainnya (lembaga,

laporan, atau jurnal). Selama pemanfaatan dari data tersebut hanya sebatas

Y Ibid, 4
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melengkapi atau memperkaya data primer maka data tersebut tetap
dikategorikan data sekunder (data pelengkap).
Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah bahan pustaka, maka metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, yaitu dengan cara
pengabadian suatu data untuk diarsipkan sebagai dokumen yang berasal dari
buku-buku yang ditulis oleh Hizbut Tahrir serta buku-buku lain yang
mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.
Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman yaitu: reduksi data,
penyajian data, verifikasi data.
Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk memisahkan hal-hal
yang penting dan tidak penting dari data-data yang terkumpul, sechingga
nantinya data-data tersebut menjadi lebih fokus terhadap tujuan penelitian.
Reduksi data ini sebagai suatu proses pemilih penyederhanaan, klasifikasi
data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data. Reduksi

data sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara
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bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang
terbesar.'®
2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekunpulan
informai menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks
yang mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan saat
diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklsifikasikan menurut
pokok-pokok permasalahan."

3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan .

Verifikasi/Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang
dilakukan setelah seluruh proses analisis data berdasar reduksi, interpretasi
penyajian data yang telah selesai dilakukan, sehingga akan diperoleh suatu
kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selaras dengan
mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan
bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan
yang sifatnya umum (general)®

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran umum tentang isi skripsi. Maka
diformulasikan pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab dengan tata urutan

sebagai berikut:

'* Mattew B. Miles, A. Michael Huberman, Analis Data Kualitatif, (Jakarta; Ul-Press, 1992), 10.
9 1bid, 11.
2 1bid, 11
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Bab I: Pendahuluan, yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori.

BabIll  : Profil Hizbut Tahrir, meliputi: Sejarah, Tujuan, Program,
Struktur Organisasi dan Kepengurusan Hizbut Tahrir.

Bab IV :4K0nsep Negara Islam menurut Hizbut Tharir.

Bab V : Kesimpulan



BABII

ISLAM DAN NEGARA

A. Paradigma Hubungan Islam dan Negara

Negara dipahami sebagai lembaga politik yang o v "o 1 sifestasi

dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan
kebakikan dan kesejahteraan bersama. Eksistensi Iegara dalam  hal ini,
menscayakan adanya perpaduan antara “kebebasan subyektif” vaitu kesadaran
dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan.“kebebasan
obyektif” yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar. Sebagai factor
instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, Negara memerlukan
pemberlakuan hukum. Oleh karena itu doktrin dasar Negara, seperti diungkapkan
Immanuel kant, adalah Negara berdasarka hukum dan bertujuan untuk
menciptakan perdamaian abadi.!

Berbicara tentang peran Islam dalam Negara tcntunya tidak terlepas dari
peran para Nabi sebagai pembawa Agama. Para Nabi adalah utusan Allah kepada

manusia untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya dan untuk menunjukkan kepada

manusia jalan yang lurus. Dengan kata lain, para Nabi sepanjang sejarah

! Abu Zhara, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah,
1999), 45

20
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mempunyai peran dalam perkembangan masyarakat dalam perjalanan kehidupan
politik.?

Dalam pengalaman Islam, kajian tentang hubungan Agama dan politik
sebenarnya memunculkan beberapa klaim. Memang di antaranya, muncul klaim
yang menyatakan tidak ada pemisahan antara Agama dan politik. Para penganut
Islam formalistic seperti Sayd Qutb, Al-Maududi dan Taqgiyuddin An-Nabhani
beradadalam perspektif ini. Tetapi berbeda seperti dicatat puri, kemal attaturk
membangun turki atas dasar spirit pemisahan Gereja dengan Negara. Sementara
itu, pemikir Islam seperti Igbal, menganut pemisahan Agama dan politik, bukan
dalam arti ide, melainkan dalam pemisahan fungsi.?

Dengan demikian seperti juga yang dibahas Bahtiar Effendy, Islam
menjadikan Agama sebagai alat ilahiah untuk memahami dunia. Ia merupakan
“totalitas intergral yang menawarkan solusi bagi semua persoalan kehidupan.™
Perbedaan klaim hubungan Agama dan politik dalam Islam seperti tergambar di
atas, juga tidak terlepas dari perbedaan tradisi pemikiran sebagaimana terlihat
dalam trikotomi yang juga pernah dirumuskan oleh Bahtiar Effendy.’

Secara umum, hubungan antara Islam dan negara terdapat tiga paradigma,

yaitu yang bersifat sekularistik, integratif, dan simbiotik.

? Syaifuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, (Y ogayakarta; Gama Media,2007), 152
: Zainuddin Maliki,Agama Rakyat Agama Penguasa, (), 9

1bid, 9
3 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara,( Jakarta; Paramadina, 1998), 40
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B. Paradigma Hubungan Bersifat Sekularistik

Aliran sekularisme berpendirian bahwa Islam adalah Agama dalam
pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.
Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya
rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada
kehidupan yang mulia dengan mejunjung tinggi budi pekerti luhur,i dan Nabi tidak
pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu Negara.®

Paradigma ini menolak baik hubungan yang bersifat maupun simbiotik
antara Agama dan Negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan
pemisahan antara Agama dan Negara. Dalam konteks Islam, paradigma
sekularistik menolak pendasaran agama pada Islam atau, paling tidak, menolak
determinasi Islam akan bentuk tertentu dari Negara.

Salah satu pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq, seorang
cendekiawan Muslim dari Mesir.” Tepatnya pada April 1925, Syekh Ali Abd al-
Raziq menerbitkan sebuah buku kontroversial yang menuntut dihapuskannya
kekhilafahan dan mengingkari eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku
ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam di seluruh dunia.
Judul buku tersebut adalah al-Islam wa Ushul al-Hukm.

Tesis utama dari buku ini adalah:

$ Munawir sdzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta; Ul-press, 1992), 1
7 Abu Zhara, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah,
1999), 49
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1. Nabi Muhammad tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat
spritual.

2. Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena
umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apa pun yang dirasa cocok.

3. Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak
memiliki dasar dalém doktrin Islam. Sistem ini semata-mata diadopsi oleh
orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk
memberi legitimasi religius.

4. Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan
dunia Islam karena ia digunakan untuk meligitimasi tirani dan menimbulkan
dekadensi umat Islam.?

Dalam sistematikanya, buku tersebut terbagi mepjadi tiga bagian.

a. Dalam bagian pertama diuraikan tentang definisi khilafah atau
lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya, kemudian dipertanyakan
tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola
khilafah itu merupakan suatu keharusan dalam agama Islam, dan
akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi
rasio, sistem pemerintahan khilafah itu tidak perlu.

b. Dalam bagian kedua diuraikan tentang pemerintahan dan Islam,

tentang perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan

8 Gusti, Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer,
http://erms.multiply.com/journal/item/25/pemikiran_politik_islam_modern-kontemporer 11-02-2010
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pemerintahan, dan akhirnya disimpulkan bahwa risalah kenabian itu
bukan pemerintahan dan bahwa agama bukan negara.

c. Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau
lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Dalam hal ini Abd
al-Raziq berusaha membedakan antara mana yang Islam dan mana
yang arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana yang negara Arab,
serta mana yang agama dan mana yang politik.”

Sebagai akibat dari penerbitan buku yang menimbulkan banyak
kontroversi itu menyebabkan ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim agama
oleh semacam Majelis Ulama Mesir.'?

Ali Abdur Raziq sendiri menjelaskan pokok pandangannya bahwa islam
tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan
kepada kaum muslimin suatu system pemerintahan tertentulewat mana mereka
harus diperintah, tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk
mengorgasasikan Negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, social, dan
ekonomi yang kita miliki, seta dengan mempertimbangkan perkembangan social
dan tuntutan zaman.

Argumen utama Ali Abdur Raziq menyatakan bahwa kekhalifahan tidak
mempunyai dasar baik dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Kedua sumber

Islam ini tidak menyebut istilah khilafah dalam pengertian kekhalifahan yang

® Ibid, 11-01-2010
19 Abu Zhara, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah,
1999), 50
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pernah ada dalam sejarah. Lebih dari itu, tidak ada pet:- " v jolac tea Al
Qur’an dan Hadis yang menentukan suatu bentuk sistem politik (sistem negara)
untuk didirikan umat Islam. la menolak keras pendapat bahwa Nabi Muhammad
pernah mendirikan suatu Negara Islam di Madis-h. Menurutnyc, Nabi
Muhammad adalah semata-mata utusan Tuhan, bukan s> Fep- s Nocore atau
pimpinan politik."’

Ali Abd al-Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik, atau
lebih tepatnya antara misi kenabian dan tindakan politik. la memberikan argumen
historis dan teologis cukup panjang dalam buku tersebut untuk menunjukkan
bahwa tindakan politik Nabi, misalnya melakukan perang, memungut pajak dan
zakat dan bahkan jihad, tidak berkaitan atau tidak mencerminkan fungsi Nabi
sebagai utusan Allah. Baginya, Islam adalah entitas keagamaan yang bertujuan
membangun kesatuan masyarakat yang diikat oleh keyakinan bersama, melalui
dakwah agama.

Ali Abd al-Raziq dalam bukunya tersebut tersirat bahwa tidak bermaksud
mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak perlu membentuk pemerintahan.
Sebaliknya, Islam tidak menolak perlunya suatu kekuasaan politik. Dalam al-
Qur’an, menurutnya Tuhan menyatakan perlunya pembentukan suatu
pemerintahan sebagai sarana esensial bagi umat Islam dalam perjuangan mereka
untuk melindungi agama dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Tapi ini

tidak berarti bahwa pembentukan suatu pemerintahan menjadi ajaran pokok

" Ibid, 50
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Islam. Ini jelas menunjukkan bahwa Ali menerima keberadaan otoritas politik
dalam umat Islam. Tapi ia jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan
tuntutan syariah atau bentuk organisasi politik yang wajib ada secara keagamaan.
Bahkan bagi Ali Abd al-Raziq pemerintahan kekhalifahan Islam merupakan

. . . . 2
fenomena historis murni yang pada dasarnya bersifat seluler.'

C. Paradigma Hubungan Bersifat Integratif

Paradigma ini berpegang pada konsep bersatunya Agama dan Negara.
Agama (Islam) dan Negara dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama
juga meliputi wilayah politik atau Negara. Karenanya, menurut paradigma ini,
Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan
Negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Ialahi”, karena memang
kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” tuhan.

Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi’ah. Paradigma pemikiran politik
Syi’ah memandang bahwa Negara (Imamah) adalah lembaga yang mempunyai
fungsi keagamaan. Menurut pandangan Syi’ah, berhubung legitimasi keagamaan
berasal dari tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad,
legitimasi politik harus berdasarkan legitimasi keagamaan, dan hal ini hanya

dimiliki oleh para keturunan Nabi."

12 Gusti. Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer,
http://grms.multiply.com/journal/item/25/pemikiran_politik_islam_modern-kontemporeri1-02-2010
13 Abu Zhara, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah,
1999), 46
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Mereka yang berada dalam kelompok ini berpendirian bahwa Islam
bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut
hubungan antara mnusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang
sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan
manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumny
berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula
sistem kenegaraan atau politik. Oleh karenanya, dalam bernegra umat Islam
hendaknya kembali kepada sistem kenegaraan Islam, dan tidak perlu atau
bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yng harus diteladani adalah sistem
yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan empat al-Khulafa al-
Rasidin."

Sebagai lembaga yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan
mempunyai fungsi menyelenggarakan kedaulatan Tuhan, dalam perspektif Syi’ah,
Negara bersifat teokrasi. Negara teokratis mengandung unsur pengertian,
kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan, dan konstitusi Negara berdasarkan
pada wahyu Tuhan (syariat).'

Paradigma penyatuan Agama dan Negara juga menjadi anutan kelompok

fundamentalisme Islam yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang

14 Munawi Sadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta; Ul-press, 1992), 1
15 Abu Zhara, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah,
1999), 46
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dianggapmya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan
totalitas Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Menurut
salah seorang tokoh kelompok ini, al-Maududi (w. 1979), syariat tidak mengenal
antara agama dan politik atau antara Agama dan Negara. Syariat adalah skema
kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakan, tidak ada
yang lebih dan tidak ada yang kurang.'¢

Perﬁikkan pembaruan politik al-Maududi tentang teori politik
pemerintahan didasari oleh tiga prinsip. Menurutnya, sistem politik Islam didasari
oleh tiga prinsip tersebut, yaitu Unity of God (tauhid), Prophethood (risalah) dan
Caliphate (khilafah). Aspek politik Islam akan sulit dipahami tanpa memahami
secara keseluruhan akan ketiga prinsip ini.

Tauhid, berarti hanya Tuhan sendirilah pencipta, penguasa dan
pemelihara. Karena Tuhan adalah penguasa, segala kedaulatan di alam ini berada
pada Tuhan. Dengan demikian, segala perintah dan laranganNya adalah undang-
undang sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya
memiliki kedaulatan.

Risalah, menurut Maududi adalah bahwa undang-undang dari Tuhan itu
disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat
manusia. Perbuatan Rasulullah dengan melakukan interpretasi terhadap undang-

undang itu melalui perkataan dan perbuatannya disebut sunah. Inilah yang disebut

'S Ibid, 47
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sebagai Risalah Muhammad, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi
manusia yang disebut syari’ah.

Khilafah, ia jelaskan dengan ungkapannya bahwa manusia di muka bumi
ini diberi kedudukan sebagai Khalifah (perwakilan), yang berarti bahwa manusia
adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia yang dimaksudkannya adalah seluruh
komunitas yang meyakipi dan menerima prinsip-prinsip bahwa pemegang
kepemimpinan dan yang berkuasa di alam ini adalah Tuhan, kedaulatan tertinggi
ada pada Tuhan. Dengan demikian, setiap manusia yang menerima prinsip ini
berarti telah menduduki posisi khilafah. Akan tetapi, manusia yang diserahi
khilafah yang sah dan benar ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu,
melainkan komunitas yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip yang telah
Flisebutkan dan bersedia menegakkan kekuasaannya atas dasar prinsip tersebut.
Dengan demikian, pe]aksanaan khilafah itu haruslah kolektif, dan Maududi
menyebut teori khilafahnya yang demikian dengan nama khilafah kolektif.!”

Untuk memperjelas mekanisme khilafah dalam rangka melaksanakan
kedaulatan Tuhan, Maududi memberikan ilustrasi sebuah perusahaan yang
pengelolaannya diserahkan pada orang yang bukan pemiliknya. Perusahaan yang
demikian harus memberlakukan empat syarat. Perfama, pemilik sebenarnya
bukanlah si pengelola. Kedua, pengelola harus mengelola perusahaannya dengan

instruksi-instruksi  pemilikinya. Ketiga, pengelola harus melaksanakan

17 Gusti. Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer,

http://grms.multiply.com/journal/item/25/pemikiran_politik_islam_modermn-kontemporer11-02-2010
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kekuasaannya dalam batas-batas yang telah ditentu!- | liiye. Jecnpal,
pengelola itu harus melaksanakan administrasi perusahaan itu berdasarkan
kehendak pemiliknya, bukan atas kehendaknya sendiri."

Sejalan dengan pandangan seperti yang discbut ¢! ctcs, nicla tujuan akhir
konsep politik perjuangan umat Islam kelompok ;. = '~ n:alis ini, tidak

disangsikan lagi, adalah pembentukan Negara Islam.'?

D. Paradigma Hubungan Bersifat Simbiotik

Paradigma ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang
serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi
aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian
barat yang hapya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya.
Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan,
tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.’® Kelompok
ini disebut sebagai kelompok reformis oleh Bahtiar Effendy. Mereka jauh lebih
mau bekerja sama dengan kelompok-kelompok secular atas landasan yang sama-
sama disepakati. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan

agama relevan dengan era modern.?!

'® Ibid, 11-02-2010

' Bahtiar Effendi, Islam dan Negara..... 43.

2 Munawir Sdzali, Islam Dan Tata Negara...... 2.
2! Bahtiar Effendi, /slam dan Negara... .42.



31

Paradigma ini memandang agama dan Negara berhubungan secara
simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam
hal ini, agama memerlukan Negara, karena dengan Negara agama dapat
berkembang. Sebaliknya, Negara memerlukan agama, karena dengan agama,
Negara dapt berkembang dengan bimbingan etika dan moral. Pandangan tentang
simbiosa agama dan Negara ini dapat ditemukan, umpamanya, dalam pemikiran
Al-Mawardi (w. 1058), seorang teoretikus Islam terkemuka pada masa klasik.
Pada baris pertama dari karyanya yang terkenal, al-Ahkam as-Suthaniyah, al-
Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan
instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan
mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis
aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya
merupakan dua dimensi dari misi kenabian.?

Untuk menjelaskan fungsi mengatur dunia bagi seorang kepala
pemerintahan, dalam paruh kedua bukunya, al-Mawardi menguraikan tugas-tugas
administrative dari seorang kepala pemerintahan (khalifak). Namun, hal ini tidak
dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi mengeliminasi watak keagamaan dari
lembaga kenegaraan (kekhalifahan). Dalam pandangannya, Negara tetap
ﬁerupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan.

Dalam konsepsi al-Mawardi tentang Negara, agama mempunyai posisi

sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain,

2 Abu Zhara, Politik Demi Tuhan... ... .. 47-48.
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ia mencoba mengkompromikan realitas poitik dengan idealitas politik seperti
diisyaratkan oleh agama, dan menmjadkan agama scbagai alat justifikasi
kepantasan atau kepatutan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya
mengenalkan sebuah pendekatan pragmatic dalam menyelesaikan persoalan
politik kala dihadapkan dengan .prinsip-prinsip agama.

Seorang pemikir lain yang juga dapat disebut sebagai pembawa
pandangan simbiosa agama dan Negara adalah Muhammad Abduh, tampaknya
masuk kategori ketiga. Dalam pandangan Abduh, Islam tidak menetapkan suatu
bentukpemerintahan. Jika bentuk khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai
model pemerintahan maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan
masyarakat. Ini me-ngandung makna bahwa apa pun bentuk pemerintahan, Abduh
menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu
mengantisipasi perkembangan zaman. Pendai)at demikian adalah konsekuensi
dari konsep teologisnya tentang kehendak bebas manusia sebagaimana telah
dijelaskan di atas.

Moh. Abduh menegaskan tentang sumber kekuasaan, rakyat adalah
sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang
mempunyai hak memaksa pemerintah. Karenanya rakyat harus menjadi
pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka,
Karena sumber kekuasaan adalah rakyat, Islam tidak mengenal kekuasaan agama
seperti yang terdapat dalam Kristen Katolik pada abad pertengahan di Barat.

Islam tidak memberi kekuasaan kepada seorang pun selain kepada Allah dan
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Rasul-Nya. Islam tidak menghendaki seseorang mempunyai kekuasaan terhadap
akidah dan keimanan orang lain. Bahkan seorang mufli, qadhi atau syaikhul Islam
tidak memiliki kekuasaan agama. Islam hanya mengenal satu kekuasaan, yaitu
kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu berhubungan dengan urusan keduniaan
yang tidak berlandaskan agama.?

Jelasnya menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama
dalam arti: (1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau
sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan
mandat agama atau dari Tuhan; (2) Islam tidak membenarkan campur tangan
seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang
lain; (3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian,
pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.

Bahkan, menurut Abduh, salah satu prinsip dari ajaran Islam adalah
mengikis habis kekuasaan keagamaan sehingga setelah Allah dan Rasulnya, tidak
akan ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan atas akidah dan iman orang
lain. Bukankah Nabi Muhammad hanyalah seorang mubalig dan pemberi
peringatan tanpa hak untuk memaksakan ajarannya. Tidak ada seorang muslim,
bagaimanapun tinggi keduduk-annya, yang mempunyai hak untuk memberikan
nasihat dan penyuluhan. Dalam Islam juga tidak terdapat penguasa agama yang

atas nama agama, atau berlandaskan mandat dari langit, dapat mengangkat dan

B Gusti. Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer,

h

://grms.multiply.com/journal/item/25/pemikiran politik islam modern-kontem orerl 1-02-2010
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menurunkan raja, memungut pajak dan upeti, serta mengundangkan hukum ilahi,
seperti yang pernah terjadi dalam sejarah sementara agama.

Pendapat Abduh di atas seperti mengisyaratkan ketidak-sepakatan
pendapatnya dengan sementara pemikir politik Islam zaman klasik dan
pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu merupakan
mandat dari Allah, dan karenanya ia bertanggung jawab kepada Allah pula.
Menurut Abduh, seorang khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa
sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau
rakyat dan bukan hak Tuhan.

| Abduh mengakui bahwa bahwa Islam itu bukan agama semata-mata,
melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antarsesama
muslim dan sesama hidup, yang untuk pelaksanaan dan pengawasan berlal;unya
memerlu-kan adanya penguasa lengkap dengan aparatnya. Menurutnya, tugas itu
merupakan tanggung jawab kepala negara beserta perangkat pemerintahnya.
Tetapi kepala negara sebagai penguasa sipil diangkat oleh rakyat dan bertanggung
jawab kepadanya.

Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dan berhak
menurunkan kepala negara dari takhta. Kepala negara bukanlah wakil atau
bayangan Tuhan di bumi, yang mewajibkan tiap muslim taat kepadanya demi
agama meskipun perilaku dan kebijaksanaannya bertolak belakang dengan ajaran
agama. Lebih jauh Abduh menyatakan bahwa kalau khalifah atau raja saja tidak

memiliki kekuasaan keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan di bawah kepala



negara lebih tidak mempunyai kekuasaan agama, termesuk lembag: - dan
jabatan syaikhul Islam atau mufti. Mereka dapat saja memberikan opini hukum
atau fatwa, tetapi tidak dapat dipaksakan.**

Dalam hal ketaatan, rakyat tidak boleh menaati >mimpin your Lerbuat
maksiat. Apabila pemimpin melakukan hal yang berter: *.>+n ¢-np:r -Quran
dan Sunnah, rakyat harus menggantinya dengan orang lain, selama dalam proses
penggantian itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada maslahat
yang ingin dicapai.

Moh. Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat
dijalankan dengan kekuasaan politik oleh yang mempunyai hak dan wewenang
pemerintah, tetapi Islam tidak memberi peluang akan munculnya sistem teokrasi.
Usaha pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam disesuaikan dengan
situasi dan kondisi masyarakat. Undang-undang yang adil dan bebas bukanlah
didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik negara lain. Kata Abduh,
harus ada hubungan yang erat antara undang-undang dan kondisi negara setempat.

Beberapa pendapat Abduh di atas, disimpulkan oleh Suyuthi Pulungan
bahwa tampaknya Abduh berpendirian bahwa pemerintahan itu tidak berdasarkan
agama, tetapi memiliki tugas keagamaan untuk memelihara nilai-nilai dan
prinsip-prinsip Islam yang umum. Persepsinya tentang negara dan pemerintahan,

lanjut Sayuti, mencerminkan bahwa ia tidak meng-hendaki pemerintahan

2 Gusti. Pemikiran Politik Islam Modern-Kontemporer,

http://grms.multiply.com/journal/item/25/pemikiran_politik_islam modem-kontemporerl1-02-2010
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eksklusif untuk umat Islam; ia juga dapat menerima negara kesatuan nasional
yang berkembang di zaman modern. Pikiran-pikiran keagamaannya pun bersifat
antisipatif terhadap perubahan zaman, karena itu yang lebih penting harus tetap
mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Islam. Karena baginya kekuasaan
politik yang ada di samping mengurus dunia, juga harus melaksanakan prinsip-

prinsip Islam.*

% Ibid,



BAB III
PROFIL HIZBUT TAHRIR
A. Latar Belakang Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir atau Hizbun at-Tahrir (Arab), Inggris: Party of Liberation,
Indonesia: Partai Pembebasan) awal bernama Partai Pembebasan Islam (Hizbut
Tahrir al-Tahrir al-Islami)."

Hizbut Taixrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik
merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di
tengah-tengah ﬁmat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam
sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan
kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam
realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi
kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama
atau badan pénelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula
lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam
menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.2

Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh
dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah

Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Tagiyuddin An-Nabhani, seorang ulama

' Wikipedia. Hizbut Tahrir, http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir 26-12-1009

2 Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul Izzah, 2000), 1
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alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di
Palestina.

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/1372 H di Al-Quds (Baitul
Maqdis), Palestina oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail
bin Yusuf an-Nabhani, seorang ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak,
seorang hakim (gadhi) pada Mahkamah Banding di al-Quds, serta seorang politisi
ulung. Beliau berasal dari sebuéh “keluarga ilmu”, karena kedua orang tua beliau
adalah ahli syariah Islam (fagi#). Selain itu, kakek buyut beliau, yakni Syaikh
Yusuf bin Hasan bin Muhamad an-Nabhani as-Syafi’iy, Abu Mahasin, adalah
seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah.

Setelah Syaikh an-Nabhani wafat pada tahun 1977 M/1396 H, kedudukan
beliu digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum, salah seorang yang
telah ﬁlembanm dakwah beliau sejak Hizbut Tahrir berdiri. Atas taufik Allah
SWT, Syaikh Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan Hizbut Tahrir,
sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikirannya, sedangkan
Jjutaan orang lainnya menjadi pendukungnya. Di bawah kepemimpinan amir
Hizbut Tahrir yang kedua ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai negeri
Muslim, yakni di lebih dari 40 negara, dan menjadi partai terbesar di dunia yang

memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah.?

:/thizbut-tahrir.or.id/2009/06/02/bab-ix-sekilas-tentan

3 Wikipedia. Hizbut Tahrir h
26-12-1009




Sejak tahun 2003 M/1424 H, Amir Hizbut Ta'. S ol Conikh
Atha Abu Rusythah. Beliau adalah seorang insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir
sejak masih sangat muda. Beliau pernah menjadi pemb: :.(u Syaikh Abdul Qadim
Zallum, dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Syaith Atha’ Abu
Rusythah pernah beberapa kali dipenjara oleh penguas:-+ ‘nguas ¢solin di sana,
sehingga dinyatakan oleh organisasi Amnesti International sebagai “tahanan
nurani”. |

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur
Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke
Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah
lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan,
Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis
dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide
dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, mclalui berbagai aktivitas
dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.*

Pada tahun-tahun terakhir ini, Hizbut Tahrir semakin mendapat tempat di
hati umat. Pada tahun 2007 yang lalu, Hizbut Tahrir mengadakan konferensi

terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan Khilafah di Indonesia. Sekitar

* Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul Izzah, 2000), iv
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100.000 orang hadir, dan jutaan lainnya mengarahkan pandangannya pada

konferensi tersebut.

B. Dasar-dasar pendirian Hizbut Tahrir

Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah discbutkan. sdalah dalam

rangka memenuhi seruan Allah SWT,

c . 2 d AL . l—:”“ - ﬂﬂz/, 37 1, 2 £ =~ "_’{g - e i P
f'»l' O O Lol 9L A ) Osels Wl 1SS LSS

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q-S. Ali-Imron : 104).°

Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan umat Islam
agar di antara mercka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi.
Kelompok ini memiliki dua tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak
pada al-Islim; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan

mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat).

* Al-Qur’an. 3:104.
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Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang
sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan (thalab) dari Allah. Namun
demikian, terdapat qarinah (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan
tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah
ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang
terorganisasi tersebut --yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar
makruf nahi mungkar-- adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh
umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah
hadis Rasulullah saw. Rasulullah saw., misalnya, bersabda;

ol (il 8y 106 (L e B L A el B o

rr s -

° A

(..;ubu.s:rg_l;wdla\)‘d{“}.ljlﬂl\uco}@_.i_,u‘”dbof{.!

-

2 -

s . 20,7 5020,

“Dari Hudzaifah bin al-Yaman dari Rasullah SAW. Bersabda - Demi Zat
Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan):
melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar-benar akan

menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi
doa kalian itu tidak akan dikabulkan.” (H.R. At-Turmudzi, hadis no. 2259).6

Hadis di atas merupakan salah satu qarinah (indikator) yang menunjukkan
bahwa thalab (tuntutan) tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di

dalamnya hukumnya adalah wajib.

¢ Imam Tirmidzi, Terjemah Sunan Tirmidzi, juz I11. 664.
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Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik.
Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan
kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk
suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas Jamaah yang
dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahyi

munkar.

Sementara itu, aktivitas amar makruf nahi mungkar di dalamnya mencakup
upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan
syariat Islam) dan mencegah mereka berbuat kemungkaran (melaksanakan
sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan
lain-lain, penerj.). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf
nahi mungkaf, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikank nasihat
kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas
politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini
merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat

di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.

Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-
kelompok yang terorganisasi tesebut harus berbentuk partai-partai Islam. Sebab,
tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut --yakni mendakwahkan kepada

Islam dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan hukum-hukum
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Islam-- tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi-organisasi dan
partai-partai Islam. Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam;
partai yang mengadopsi dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum, dan solusi-
solusi (atas berbagai problematika umat) yang Islami; serta partai yang tharigah

(metode) operasionalnya adalah metode Rasulullah saw.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan organisasi-organisasi/partai-partai politik
yang ada di tengah-tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam, baik dari
segi fikrah (ide dasar) maupun tharigah (metode)-nya. Hal ini, di samping karena
Allah SWT telah memerintahkan demikian, juga karena Islam adalah satu-
satunya mabda’ (ideologi) yang benar dan layak di muka bumi ini. Islam adalah
mabda’ yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat
memberikan jalan pemecahén kepada manusia (atas berbagai problematikan
mereka, penerj.) secara manusiawi. Oleh karena itu, Islam telah mengarahkan
potensi hidup manusia—berupa ghard’iz (nalurinaluri) dan h ajat ‘udhawiyyah
(tuntutan jasmani), mengaturnya, dan mengatur pemecahannya dengan suatu
tatanan yang benar; tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali;
tidak ada saling mendominasi antara satu gharizah (naluri) atas gharizah (naluri)

yang lain. Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.’

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan

hukumhukum Islam secara keseluruhan, baik menyangkut hubungannya dengan

? Wikipedia. Hizbut Tahrir, http://id. wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir 26-12-1009
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Pencipta mereka, seperti hukum-hukum yang men: = - ;. 2le' akidah dan
ibadah; menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum
yang mengatur masalah akhlak, makanan, pakaian, dan lain-lain; ataupun
menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, sciori hulum-he'um yang
mengatur masalah muamalat dan perundang-undangs::. Allah SV jeoa telah
mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek
kehidupan mereka, menjalankan pemerintahan Islam, serta menjadikan hukum-
hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya sebagai

konstitusi dan sistem perundang-undangan mereka. Allah SWT berfirman :
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“Dan  hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia
berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian niengikuti
hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai
mereka memalingkan kalian dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan
kepada kalian”. (QS al-Ma’idah [5]: 49).

Seruan Allah SWT kepada Rasulullah SAW juga merupakan seruan bagi
umat beliau, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut bagi

rasulullah SAW.? Oleh karena itu, Islam memandang bahwa tidak menjalankan

® Hizbut Tahrir, Khilafah Adalah Solusi, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 23
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pemerintahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah tindakan kckufuran,

sebagaimana firman-Nya:

P> - g/ 9z~ . £~
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“ Dan siapa saja yang tidak memutuskan perkera (menjalonkan urusan
pemerintahan) berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah, berarti mereka
itulah orang-orang kafir”. (QS al-M4’idah [5]: 44).

Semua mabda’ (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme
(termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi
destruktif (rusak) dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi
tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti
cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan
dengan Islam dan hokum-hukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan

meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-

ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam.

Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam wajib berdasarkan Islam
semata, baik ide maupun metodenya. Umat Islam haram membentuk
organisasi/partai atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme,
patriotisme, primordialisme (sektarianisme), aristokrasi, atau freemasonry. Umat
Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena
semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran.

Padahal Allah SWT telah berfirman:
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Barangsiapa yang mencari agama (cara hidup) selain Islam, niscaya tidak
akan diterima, sementara di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. (QS
Ali Imran [3]: 85).°

Berkaitan dengan hal di atas, upaya untuk membangkitkan umat dari
kemerosotan yang dideritanya; membebaskan mereka dari ide-ide, sistem, dan
hokum-hukum kufur; serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi
negara-negara kafir, sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan
taraf berfikir mereka. Upaya riilnya adglah dengan melakukan reformasi total dan
fundamental atas ide-ide dan persepsi-persepsi yang telah menyebabkan
kemerosotan mereka. Setelah itu, ditanamkan di dalam benak umat ide-ide dan
pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Upaya demikian diharapkan dapat

menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide-ide dan

hukum-hukum Islam.

? Al:Qur’an, 3: 85.
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C. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kehidupan Islam;
(2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti
mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di ddr al-Islam dan di
dalam lingkungan masyarakat Islam." Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh
aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan
seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah
naungan dawlah Islam. Dawlah ini adalah dawlah-khildfah yang dipimpin oleh
seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umaf Islam untuk didengar dan
ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan
pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban

risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di sampiné itu, Hizbut Tahrir bertujuan untuk membangkitkan kembali
umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan.
Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa
kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali
Negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat

dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia—

'° Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul 1zzah, 2000), 3
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sebagaimana yang telah terjadi di masa silam; sebuah negara yang mampu

mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam."
D. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria
maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau
bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk
seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban
dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa
memandang lagi ras-ras kebanigsaan, wama kulit, maupun mazhab-mazhab

mereka. Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam."

Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah
Islam, kematangan mereka dalarn penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh
Hizbut Tahrir, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-
pendapat Hizbut Tahrir. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi
anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan Hizbut
Tahrir; berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizbut Tahrir; serta
mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Dengan kata lain,

ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam

1 .

1bid, 4
2 Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul [zzah, 2000), 15
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dan tsaqédfah (ide-ide) Hizbut Tahrir yang sepenuhnya diambil deri ¢ -7 olidah
ini. Halagah-halagah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir
terpisah deri halagah-halaqah pria. Yang memimpin L:laqab-haluqah wanita

adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanite."

E. Program Hizbut Tahrir

Aktivitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam dalam rangka
melakukan transformasi sosial di tengah-tengah situasi masyarakat yang rusak

sehingga diubah menjadi masyarakat Islam. Upaya ini ditempuh dengan tiga cara:

1. Mengubah ide-ide yang ada saat ini menjadi ide-ide Islam. Dengan begitu,
ide-ide Islam diharapkan dapat menjadi opini umum di tengah-tengah
masyarakat, sekaligus menjadi persepsi mereka yang akan mendorong mereka
untuk merealisasikan dan mengaplikasikan ide-ide tersebut sesuai dengan
tuntutan Islam.

2. Mengubah perasaan yang berkembang di tengah-tcngai masyarakat menjadi
perasaan Islam. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat bersikap ridha
terhadap semua perkara yang diridhai Allah, dan sebaliknya, marah dan benci
terhadap semua hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah.

3. Mengubah interaksi-interaksi yang tejadi di tengah masyarakat menjadi

interaksi-interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum

B Ibid, 21
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Islam dan pemecahan-pemecahannya. Seluruh aktivitas atau upaya yang
dilakukan Hizbut Tahrir di atas adalah aktivitas atau upaya yang bersifat
politis—dalam makna yang sesungguhnya. Artinya, Hizbut Tahrir
menyelesaikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta
pemecahannya secara syar‘i. Sebab, secara syar‘i, politik tidak lain mengurus
dan memelihara urusan-urusan masyarakat (umat) sesuai dengan

hukumhukum Islam dan pemecahannya.

Aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir yang bersifat politik ini tampak jelas
dalam upayanya mendidik dan membina umat dengan tsaqédfah (ide-ide) Islam
agar umat meleburkan dirinya dengan Islam; membebaskan umat dari dominasi
akidah-akidah yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang salah, dan persepsi-
persepsi yang keliru; serta menyelamatkan umat dari pengaruh ide-ide dan

pandangan-pandangan yang kufur.

Aktivitas politik Hizbut Tahrir ini juga tampak dalam upayanya melakukan
pergolakan pemikiran dan perjuangan politiknya. Pergolakan pemikiran Hizbut
Tahrir ini dapat terlihat dalam upayanya untuk senantiasa melakukan perlawanan
terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur serta penentangannya terhadap ideide
yang salah, akidah-akidah yang rusak, atau pemahaman-pemahaman yang keliru.

Semua itu dilakukan dengan berupaya membongkar kerusakannya, menampakkan

" Wikipedia. Hizbut Tahrir, Http://Id. Wikipedia.Org/Wiki/Hizbut Tahrir 26-12-1009
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kekeliruannya, dan menjelaskan solusi hukum-hukum Islam dalam masalah

tersebut.

Sementara itu, perjuangan politik Hizbut Tahrir dapat terlihat dalam
upayanya menentang orang-orang kafir imperialis dalam rangka melepaskan umat
Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan
dan pengaruhnya,serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik,

ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik Hizbut Tahrir juga tampak jelas dalam upayanya
menentang para penguasa; membongkar pengkhianatan dan persekongkolan
mereka terhadap umat Islam; serta melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi
terhadap mereka. Hizbut Tahrir berusaha mengubah para penguasa apabila
mereka melanggar hak-hak umat atau mereka tidak menjalankan kewajibannya
terhadap umat, juga apabila mereka melalaikan salah satu urusan umat atau

mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Dengan demikian, aktivitas Hizbut Tahrir secara keseluruhan merupakan
aktivitas yang bersifat politik, baik di lingkungan sistem kekuasaan yang tidak
Islami ataupun di dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Artinya, aktivitas
Hizbut Tahrir tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir

bukanlah madrasah atau sekolahan.
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Aktivitas partai ini juga tidak terfokus pada seruan-seruan dan nasihat-
nasihat yang bersifat umum. Akan tetapi, aktivitasnya secara keseluruhan bersifat
politis; Hizbut Tahrir berupaya menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam
untuk direalisasikan, diemban, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan umat
dan negara. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan
dalam realitas kehidupan; agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus
landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang
bersifat rasional (‘aqidah ‘aqliyyah) dan sekaligus akidah yang bersifat politis
(‘aqidah siyasiyah); akidah yang telah menderivasikan (menurunkan) aturan-
aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi
manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial,

dan lain-lain.

F. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan

Organisasi Hizbut Tahrir tidak identik dengan strukturnya, tetapi jauh lebih
luas dari itu. Memang benar bahwa aktivitas Hizbut Tahrir lahir dari
struktur Hizbut Tahrir, di mana pemahaman, standardisasi dan qana’ah yang
menjadi menjadi asas strukturnya merupakan bagian dari organisasi Hizbut
Tahrir. Meskipun demikian, struktur tersebut bukan merupakan organisasinya.
Jadi organisasi Hizbut Tahrir merupakan akumulasi dari pemahaman,
standardisasi dan gana’ah yang mendarah daging pada sekelompok manusia

sebagai sekumpulan manusia, bukan sebagai individu.
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Karakter organisasi Hizbut Tahrir tersusun dari beberapa unsur, yang
masing-masing diramu oleh ikatan yang membentuk organisasi. Sedangkan unsur
yang membentuk karakter organisasi Hizbut Tahrir adalah kumpulan
pemahaman, standardisasi, gana’ah, dan sekelompok manusia. Sedangkan ikatan
yang menjalin unsur-unsur itu adalah akidah yang menjadi asas Hizbut Tahrir,
dan tsaqafah yang menjadi identitas pemahaman Hizbut Tahrir. |

Struktur organisasi Hizbut Tahrir terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu:
Lajnah al Qiyadah, Lajnah al Wilayah dan Lajnah Mahaliyah.>
1. Lajnah al Qiyadah, adalah struktur tertinggi dalam organisasi ini dimana

pada saat pertama kali pembentukannya dipegang endiri oleh pendirinya yaitu
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

2. Lgjnah al Wilayah, merupakan administratur Hizbut Tahrir, sekaligus
penampakan politik, di mana Hizbut Tahrir dapat disaksikan secara politis. Di
satu negeri Lajnah al-Wilayahlah yang aktif sebagai sebuah Hizbut Tahrir.
Karena itu dalam aspek politik Lajnah al-Wilayah harus nampak di tengah-
tengah umat dan di dalam wahana politik, seperti juga keharusan
penampakkannya dalam aspek pemikiran. Jadi politik menjadi atributnya,

sedangkan pemikiran merupakan tabiatnya.

'*Ahmad Taufiq, kepengurusan Hizbut Tahrir, http://mantanht. wordpress.com/2008/08/03/metode-
dawah-Hizbut Tahrirut-tahrir/ 19-01-2010
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Aktivitas Lajnah al-Wilayah ada dua macam: (1) Aktivitas

operasional, yang wewenangnya diserahkan kepada mu'tamad sendiri. (2)

Aktivitas administratif-managerial untuk wilayahnya, yang wewenangnya

diserahkan kepada lajnah secara keseluruhan sebagai sebuah lajnah.

Lajnah al-Wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan khiththoh

terjun ketengah-tengah masyarakat menggunakan wslub yang dijalankan

berdasarkan rincian sebagai berikut:

a.

Menjalankan keputusan yang berasal dari qivadah, baik yang
berbentuk umum untuk seluruh Hizbiy, maupun keputusan yang
ditujukan untuk wilayah, negeri tertentu, ataupun aspek tertentu.
Menerbitkan dan menyebarluaskan setiap statement (bayanah),
selebaran (nasyrah), catatan (mudzakkarah) dan sebagainya yang
berasal dari giyadah. Baik yang berbentuk umum untuk seluruh Hizbut
Tahririy, maupun yang ditujukan khusus untuk wilayahnya.

Setiap Lajnah al-Wilayah dengan‘ sendirinya wajib melakukan
aktivitasnya secara langsung tanpa menunggu izin lebih dahulu dari
Lajnah al-Qiyadah untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Ini
berarti terjun dalam seluruh bentuk interaksi masyarakat, dan
mengikuti seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa
dengan umat dalam perkara yang menyangkut kemaslahatan umat.
Mengeluarkan nasyrah yang bahan-bahannya dipersiapkan secara

menyeluruh, baik menyangkut ide, redaksional, penerbitan maupun
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distribusi sesuai dengan uslub yang dianggapnya sesuai, tanpa harus
merujuk pada Lajnah al-Qiyadah, Melakukan kunjungan terencana,
dan berbagai loby intensif, Menerbitkan surat kabar daerah atau
berbagai surat kabar tetapi berbentuk jurnalistik.

d. Seluruh aktivitas Lajnah al-Wilayah harus mengikuti hukum,
pemikiran dan pandangan politik yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir, |
dengan tetap menjaga kedalaman rinciannya dan melakukan
pengkajian yang mendalam ketika menguraikan rincian-rinciannya.
Qiyadah dalam hal ini akan melakukan revisi terhadap kesalahan-
kesalahan yang berkaitan dengan rincian tersebut yang berasal dari
Lajnah al-Wilayah.

e. Pada fase ini, Lajnah al-Wilayah wajib melakukan seluruh
aktivitasnya dengan memfokuskan kualitas Hizbiyin dan
meningkatkan hubungan dengan umat.

3. Lajnah Mahaliyah, merupakan dewan yang bertugas untuk mengontrol
dakwah, serta berusaha membuat rencana apa yang dipandang perlu untuk
dilakukan, antara lain yang berkaitan dengan diskusi, seperti memberikan
pemikiran tertentu untuk memotivasi diskusi, atau membuat uslub-uslub
tertentu untuk menggerakkan para syabab. Masing-masing Lajnah al-
Mahaliyah dan Hizbut Tahririyin wajib melaksanakan apa yang diperintahkan
kepada mereka oleh orang yang mempunyai wewenang. Ini menjelaskan ciri

ketaatan yang disertai dengan kesadaran mutlak, sekaligus menerangkan ciri
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sebuah organisasi yang melakukan aktivitas bukan sebagai individu maupun
lajnah. Setiap Hizbut Tahririyin wajib melakukan aktivitas berdasarkan
dorongan dari dalam, sekalipun hubungannya dengan Lajnah al-Mahaliyah
terputus. Begitu pula setiap Lajnah al-Mahaliyah harus melakukan aktivitas
berdasarkan dorongan internalnya, meskipun hubungannya dengan Lajnah

al-Wilayah terputus. '

G. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir selama ini melakukan serangkaian pengkajian, penelitian, dan
studi terhadap keadaan umat dan kemerosotan yang dideritanya. Pada saat yang
sama, Hizbut Tahrir juga melakukan serangkaian penelaahan—sebagai
perbandingém penerj.—terhadap situasi masa Rasulullah saw., masa Khulafaur
Rasyidin, dan masa tabi‘in. Upaya ini dilakukan dengan senantiasa merujuk pada
Sirah Rasulullah saw. dan metode beliau dalam mengemban dakwah (sejak awal
hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah), serta dengan
melakukan studi tentang bagaimana perjalanan hidup beliau di Madinah. Upaya
ini juga dilakukan dengan senantiasa merujuk pada Kitabullah, Sunnah Rasul-
Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni [jma Sahabat dan Qiyas, di

samping merujuk pula pada berbagai pendapat para imam mujtahid.

'8 Tahrir, Hizbut. Syeikh Taqiyyuddin, hitp:
nabhani-pendiri-hizbut-tahrir/ 15-01-2010
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Setelah melakukan serangkaian upaya di atas, Hizbut Tahrir lalu memilih
dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum; baik secara
konseptual (fikrah) maupun metode operasionalnya (tharigah). Semua itu
merupakan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum Islam semata; tidak
ada satu pun yang tidak Islami; tidak pula dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak
bersumber dari Islam. Semuanya bersumber secara utuh dan murni dari Islam,
tidak bersandar pada dasardasar selain Islam dan nash-nash syariatnya. Selain itu,
partai ini senantiasa bersandar pada pemikiran (akal sehat) dalam menetapakan

semua itu.

Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat,
dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam
perjuangannya. Semua itu adalah dalam rangka melangsungkan kehidupan Islam
dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan cara mendirikan
kembali dawlah-khilafah dan mengangkat seorang khalifah. Ide-ide, pendapat-
pendapat, dan hukum-hukum yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Hizbut Tahrir
telah dihimpun di dalam buku-buku (baik yang dijadikan sebagai materi pokok
pembinaan ataupun sebagai materi pelengkap) dan sejumlah selebaran. Semua itu
telah diterbitkan dan disebarkan di tengah-tengah umat.'” Berikut ini adalah

beberapa buku yang telah diterbitkan oleh Hizbut Tahrir, yaitu :

'” Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul Izzah, 2000), 13
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1. Nizhamul Islam (Peraturan Hidup dalam Islam)

2. Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan dalam Islam)

3. Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi dalam Islam)

4. Nizhamul Ijtima’iy fil islam (Sistem Pergaulan dalam islam)

5. At-Takattul al-Hizbut Tahririy (Pembentukan Partai Politik)

6. Mafahim Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)

7. Daulatul Islamiyah (Negara Islam)

8. Al-Khilafah (Sistem Khilafah)

9. Syakhshiyah Islamiyah - 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)

10. Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahririt Tahrir (Pokok—_pokok Pikiran Politik
Hizbut Tahrir)

11. Nadharat Siyasiyah li Hizbut Tahririt Tahrir (beberapa Pandangan Politik
Hizbut Tahrir)

12. Kaifa Hudimatil Khilafah (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah)

13. Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi yang Agung)

14. Al-Amwal fi Daulatil Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah)

15. Nizhamul ‘Uqubat fil Islam (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)

16. Ahkamul Bayyinat (Hukum-hukum Pembuktian)

17. Mugaddimatu ad-Dustur (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)
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Di samping itu, terdapat ribuan selebaran-selebaran, buklet-buklet, dan
diktat-diktat (surat-surat terbuka kepada para penguasa dan pemimpin gerakan

politik) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir sejak berdirinya sampai sekarang.

H. Metode Dakwah Hizbut Tahrir

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah
hukum-hukum syara’, yang diambil dari thariqah (metode) dakwah Rasulullah

saw, sebab thariqah itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagi kalian, (yvaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
kedatangan Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca
dzikir dan mengingat Allah).” (QS. Al Ahzab : 21)"*

2 [ ‘.‘:’5‘1&9,'f{ 9, ’09.’/"6",9 5 4 . ’?:’ﬁ‘/. 2 ::": . ’:"
255500 iy 78053750 a5 T (S5 052 B WG o 52870 U8

“Katakanlah: ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran : 31)”

18 Al-Qur’an, 33: 21.
Y Ibid 03 : 31
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Banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti perjalanan
dakwah Rasulullah saw, menjadikan beliau suri teladan, dan mengambil

ketentuan hukum dari beliau.

Berhubung kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur—karena
diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah Swt—
maka keadaan negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah saw diutus
(menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai

tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan meneladani Rasulullah saw.

Dengan mendalami sirah Rasulullah saw di Makkah hingga beliau berhasil
mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah, akan tampak jelas beliau menjalani
dakwahnya dengan beberapa -tahapan yang sangat jelas ciri-cirinya. Beliau'
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-
tujuannya. Dari sirah Rasulullah saw inilah Hizbut Tahrir mengambil metode
dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukannya pada seluruh tahapan ini, karena Hizbut Tahrir mensuriteladani
kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasululah saw dalam seluruh tahapan

perjalanan dakwahnya.

Berdasarkan sirah Rasulullah saw tersebut, Hizbut Tahrir menetapkan

metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan berikut :
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1. Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah At Tatsqif), yang
dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai
pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan
kerangka tubuh partai.

2. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah Tafa’ul Ma’a Al
Ummah), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban
dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan
utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas
kehidupan.

3. Tahapan Penerimaan Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm),
yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan

mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.?

 Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul [zzah, 2000), 9



BAB IV

KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT HIZBUT THARIR

A. WAJIBNYA MENDIRIKAN NEGARA ISLAM
Sistem Pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta
adalah sistem Khilafah. Di dalam system Khilafah ini Khalifah diangkat melalui
baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai
dengan wahyu yang Allah turunkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kenyataan ini
sangat banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijmak Sahabat.'
Dalil dari al-Kitab di antaranya bahwa Allah SWT mewajibkan umat
Islam mengatur hidupnya dengan syariah Islam. Allah SWT berfirman:
51 5 B o Tl (5 Firn (PR A
“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Qs. al-Maaidah [5]: 48)
Adapun dalil dari as-Sunnah, di antaranya adalah apa yang pernah
diriwayatkan dari Nafi’. Ia berkata: Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku:

Aku mendengar Rasulullah saw. Pernah bersabda:

! Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2008), 14
2 Al Qur’an, 5:48
62
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Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang
berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. (HR Muslim).

Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah Islam secara
kaffah (menyeluruh). Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk
mengangkat seorang Khalifah yang akan memimpin Daulah Khilafah dan

| menerapkan syariah Islam secara kaffah. Maka, tegaknya Daulah Khilafah
adalah sebuah kewajiban, dan setiap kelalaian dalam upaya untuk
menegakkannya merupakan . dosa besar. Rasulullah Muhammad saw.
memerintahkan umat Islam untuk memberikan bai’at kepada seorang Khalifah.
Nabi menggambarkan bahwa kematian seorang Muslim yang tidak mémberikan
bai’at (kepada seorang Khalifah) merupakan kematian yang sangat buruk,

: dengan menyebutnya sebagai mati jahiliyah:
YR IR e Y"'Uﬂi'“‘&\gsl Aol (e 10 080
Tlala 185 Sl Lo 4l 3 il Gl

[

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai
Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati,
sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Khalifah), maka ia mati

seperti kematian Jahiliah. (HR Muslim).

3 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, (Bogor; Pustaka Thariqul 1zzah,
2000), 14.
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Dengan syariah Islam, Khilafah memelihara seluruh urusan umat
manusia. Jika syariah tidak diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah, maka
kedaulatan Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan pernah
terwujud secara nyata. Maka kerahmatan Islam yang dijanjikan juga tidak bisa
dirasakan secara nyata pula.*

Jadi, Khalifah bisa dikatakan sebagai wakil umat dalam pemerintahan
untuk penerapan syariah Islam. Khalifah adalah kepala negara Daulah Khilafah.
Islam memberikan hak kepada umat untuk memilih Khalifah yang
dikehendakinya untuk mengurus kehidupan mereka. Melalui bai’at, calon
khalifah yang menang dalam pemilihan, sah menjadi Khalifah. Maka, tidak boleh
ada paksaan dalam pemilihan Khalifah. Pemilihan harus berlangsung atas dasar
prinsip ridha wa ikhtiyar (kerelaan dan kebebasan memilih), sebagaimana umat
Islam di masa lalu telah memberikan bai’at kepada keempat Khulafa’ur Rasyidin
secara sukarela. Bai’at kepada Khalifah diberikan umat dengan syarat Khalifah

yang terpi lih akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.®

B. SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk
pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang

mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqdyis (standar), dan hukum-

4 Ibid, 14-15.
3 Ibid, 15.
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hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-

undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun

dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang

membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini

karena:*

1. Khilafah Bukan Sistem Diktator, Bukan Pula Sistem Demokrasi

Khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem

diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari
Khilafah, yang - sekaligus membedaléan dari sistem lainnya baik diktator
maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan
hukum, yang menentukan benar dan salah,;yang menentukan halal dan haram,
ada di tangan syariah, bukan di tangan mﬁanusia. Karena itu, baik Khalifq.h
maupun umat, sa_:ma-sama terikat kepadla syariah Islam. Khalifah waj;b
menerapkan syanah Islam dengan benafr, sesuai dengan ketetapan Alléh
dalam al-Quran dan As Sunnah. Tidak l;oleh sesuka hatinya.” Allah SWT
berfirman: \I ;' ( | |

e 2 toygo.

- - To £7 - Eo L 9‘.{ /fe
@ 09,2 oa AL T U1 L, S8 20 43

® Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah,....20.
7 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia,.... 15.
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“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan
Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. al-Maidah [5]:
448

,é

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Qs. al-

Maidah [5]: 45)°

‘J" / ’)6

f-—, 2 o L T

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. al-
Maidah [5]: 47)!°

Sementara, dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan manusia,
bukan di tangan Allah SWT, Dzat yang Maha Menciptakan manusia dan alam
semesta. Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia,
melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai tuhan, yang
merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka.

Kredo demokrasi mengatakan “suara rakyat adalah suara tuhan (vox populei

¢ Al Qur’an, 5:44
® 9ibid, 5:45
% ibid, 5:47
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vox dei)”. Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya
sebuah keputusan atau pemikiran. Ketika sudah didukung suara mayoritas,
maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Dengan
demikian, jelaslah bahwa pada hakikatnya system demokrasi ini
bertentangan sama sekali dengan Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh
menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan
system apapun lainnya yang dibangun di atas prinsip demokrasi.'! Allah SWT
telah berfirman:

-

-’ Lo v .z
ala Yl bl e Tl g

-

““-4*
Ve

\

“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.” (Qs. Ali ’Imran [3]:

2. Peran Wakil Rakyat dalam Daulah Khilafah
Syariah Islam telah mengizinkan umat Islam untuk memilih wakil
mereka dalam menjalankan urusan mereka. Pada kesempatan Bai’at Aqabah
Kedua, Rasulullah mengatakan:
“Ajukan kepadaku dua belas pemimpin, agar mereka menjadi

pemimpin bagi kaumnya.”’

" Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah,
2000), 16.
2 Al Qur’an, 3:19.
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Dalam Daulah Khilafah, wakil rakyat yang menjadi anggota Majelis
Umat dipilih oleh umat, bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh Khalifah. Akan
tetapi, sebagaimana Khalifah, mereka tidak berhak menetapkan hukum,
karena kedaulatan tidak berada di tangan mereka, tetapi di tangan syariah.
Majelis Umat berwenang mengontrol kebijakan Khalifah dengan ketat dalam

mengatur urusan rakyat. Di sisi lain, Khalifah berhak mendatangi Majelis
| Umat untuk bemusyawarah atau meminta pendapat berkaitan dengan
pengaturan urusan umat.

Tapi, musyawarah ini bukanlah untuk mentapkan hukum, menentukan
yang halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Karena
itu, dalam Daulah Khilafah tidak boleh ada musyawarah untuk misalnya,
menetapkan kebijakan privatisasi sumberdaya energi, karena ini merupakan
perkara yang diharamkan Islam. Demikian pula, tidak boleh ada musyawarah
dalam perkara-perkara yang diwajibkan Islam, seperti  perlu-tidaknya
mengerahkan pasukan untuk membebaskan negeri-negeri Muslim yang
terjajah, atau menjadikan akidah Islam sebagai asas sistem pendidikan, atau
menyatukan seluruh negeri Islam ke dalam wadah Daulah Khilafah.

Mengenai keanggotan Majelis Umat, warga negara non-Muslim bisa
menjadi anggota Majelis Umat untuk melakukan pengaduan (syakwa) jika
ada penyimpangan dalam penerapan syariah Islam atau kedzaliman terhadap
diri mereka. Akan tetapi, anggota Majelis Umat yang non-Muslim itu tidak

berhak menyampaikan pendapat mereka tentang syariah yang ditetapkan oleh
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Khalifah, karena mereka tidak meyakini akidah Islam dan sudut pandang
Islam yang menjadi dasar penerapan syariah. '?
3. Proses Pengambilan Keputusan

Islam tidak sekadar menjelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai
berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga memberikan aturan yang rinci.
Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi ada sejumlah ketentuan syariah yang
meﬁgatur tanah pertanian, riba, mata uang, kepemilikan umum dan berbagai
pendapatan negara. Berkaitan dengan kebijakan luar negeri, ada sejumlah
ketentuan syariah mengenai jihad, perjanjian internasional, dan hubungan
diplomatik. Demikian pula dalam aspek pemerintahan, syariah Islam
mengatur masalah pemil ihan, bai’at, pengangkatan para wali (kepala
daerah) dan syarat mengenai pemakzulan penguasa. Khalifah wajib
menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut apa adanya, tanpa menambah atau
ﬁengurangi. Khal ifah tidak dibenarkan bersikap mengikuti kehendak
pribadinya. Khalifah juga tidak membutuhkan dukungan mayoritas anggota
Majelis Umat untuk menerapkannya.

Adapun menyangkut ketentuan yang mengandung ikhtilaf, syariah telah
memberikan hak kepada Khalifah untuk mengadopsi pendapat yang menurut
pertimbangannya mempunyai dalil syara’ yang paling kuat, dan kemudian
menetapkannya sebagai undang-undang negara. Abu Bakar ra, pada masa

awal kekhilafahannya, telah menolak pendapat mayoritas sahabat tentang

 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia,.... 17.
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hukuman bagi orang yang menolak membayar zakat. Beliau memilih
mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Umar bin
Khaththab ra tetap menerapkan hasil ijtihadnya tentang persoalan tanah Irak,
walaupun Bilal ra dan para sahabat lainnya tidak setuju. Meski demikian,
Khalifah tidak akan mengadopsi salah satu pendapat yang berkaitan dengan
masalah pribadi atau cabang-cabang akidah. Dalam hal ini, umat dibolehkan
mengikuii pendapat atau hasil ijtihad yang berbeda. Jadi, perbedaan pendapat
dalam masalah ini dibolehkan ada di tengah masyarakat.

Dalam perkara-perkara yang dipahami publik dan bersifat praktis,
Khalifah terikat dengan pendapat mayoritas. Misalnya tentang lokasi yang
paling strategis untuk mendirikan universitas di sebuah daerah. Dalam hal ini
Khalifah wajib mengikuti pendapat mayoritas. Dalam musyawarah menjelang
Perang Uhud, misalnya, Rasulullah dan para sahabat senior berpendapat
sebaiknya pasukan Quraisy dihadapi di dalam kota Madinah. Akan tetapi,
mayoritas sahabat yang muda berpendapat sebaiknya menyambut pasukan
Quraisy di luar kota Madinah. Maka pendapat mayoritas itulah yang
kemudian dilaksanakan, sekalipun ini bertentangan dengan pendapat
Rasulullah saw dan para sahabat senior. '

Adapun dalam perkara-perkara yang memerlukan keahlian, maka
Khalifah akan bermusyawarah dengan para ahli, bukan dengan masyarakat

awam. Setelah bermusyawarah, Khalifah akan mengadopsi pendapat yang

" 1bid, 18
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dianggap memiliki hujjah (argumentasi) paling kuat. Dalam hal ini, pendapat
mayoritas ahli tidak menjadi pertimbangan utama, karena pendapat yang
memiliki argumentasi paling kuat tidak selalu dipegang oleh kelompok
mayoritas. Misalnya dalam masalah kelangkaan listrik, setelah melakukan
musyawarah dengan para ahli, Khalifah akan memberikan keputusan final
apakah akan membangun pembangkit listrik dengan energi nuklir, energi
matahari, ata;l melakukan konversi dari energi bahan bakar minyak ke batu
bara. Model pengambilan keputusan seperti ini pernah dilakukan oleh
Rasulullah menjelang perang Badar, di mana Rasulullah saw akhirnya
memindahkan camp pasukan Islam setelah melakukan musyawarah dengan
Hubab bin Mundzir ra, seorang shahabat yang dianggap paling mengetahui

daerah itu.

C. STRUKTUR i‘IEGARA KHILAFAH
Sesungguhnya struktur negara Khilafah berbeda dengan struktur semua
sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian
penampakannya. Struktur negara Khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur
negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah Beliau hijrah ke

Madinah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur negara Khilafah adalah
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struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw.

wafat.!®

Dengan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur

negara itu, jelaslah bahwa struktur negara Khilafah dalam bidang pemerintahan

dan administrasinya adalah sebagai berikut:

1. Khalifah.

Khalifah a;dalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan
pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu
karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik
umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan
sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk

menerapkan seluruh hukum syariah.'®

2. Para Mu’iwin at-Tafwidh (Wuzara® at-Tafwidh).

Mu‘dwin adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah
untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan
melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Karena banyaknya tugas-tugas
kekhilafahan, khususnya ketika wilayah negara Khilafah menjadi semakin
besar dan bertambah luas, Khalifah akan berat untuk mengembannya

seorang diri. Karena itu, ia membutuhkan orang yang dapat membantunya

* Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2008), 29

16 Ibid, 31.
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dalam mengemban tanggung jawab kekhilafahan dan melaksanakan tugas-
tugas kekhilafahan itu.'’
3. Wuzara’ at-Tanfidz.

Wazir at-Tanfidz adalah wazir yang ditunjuk oleh Khalifah sebagai
pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai Khalifah,
dan dalam menunaikan kebijakan Khalifah. Wazir at-Tanfidz merupakan
penghubung Khalifaﬁ dengan struktur dan aparatur negara, rakyat, dan
pihak luar negeri. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan Khalifah
kepada mereka dan menyampaikan informasi dari mereka kepada Khalifah.
Sebab, Wazir at-Tanfidz ditunjuk sebagai pembantu Khalifah dalam
pelaksanaan berbagai urusan, bukan sebagai penanggung jawab dan bukan
pula sebagai orang yang diserahi wewenang atas berbagai urusan tersebut.
Tugasnya adalah tugas administrasi, bukan tugas pemerintahan.
Departemennya rﬁerupakan lembaga pelaksana  yang melaksanakan
berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah kepada instansi-
instansi dalam negeri dan luar negeri, di samping menyampaikan informasi-
informasi dari berbagai instansi itu. Dia merupakan penghubung Khalifah
dengan struktur negara dan aparat yang lain; menyampaikan kebijakan
dari Khalifah kepada bawahannya dan menyampaikan informasi dari

bawahan Khalifah kepada Khalifah.'®

' Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah,.... 90.
'® Ibid, 105.
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4. Para Wali.

Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa
(pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta menjadi amir
(pemimpin) wilayah itu.

Khalifah wajib mengontrol aktivitas-aktivitas para wali.Khalifah
juga harus senantiasa melakukan pengawasan secara ketat terhadap para
wali, baik hal itu dilakukax.l oleh Khalifah sendiri atau Khalifah menunjuk
orang yang mewakilinya untuk menyelidiki kondisi mereka dan melakukan
audit atas mereka. Demikian juga mu‘awin; ia berhak mengontrol aktivitas-
aktivitas para wali di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab
mu‘awin tersebut. Mu‘awin juga berhak melaporkan kepada Khalifah apa
saja yang ia ketahui dari kondisi para wali itu atau melaporkan pengaturan
yéng telah ia laksanakan terhadap para wali menurut arahan yang telah
dijelaskan sebelumn);a dalam pembahasan tugas-tugas Mu‘dwin at-
Tafwidh. Demikianlah, Khalifah harus senantiasa mengontrol kondisi para
wali dan memonitor urusan-urusan mereka; sebagaimana Khalifah juga
wajib mengumpulkan para wali atau sebagian dari mereka pada satu
kesempatan atau kesempatan lainnya. Khalifah juga harus senantiasa

mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat atas para wali itu.'

¥ Ibid 119.
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S. Amir al-Jihad.

Kepalanya disebut Amir al-Jihidd dan tidak disebut Mudir al-Jihad
(Direktur Jihad). Hal itu karena Rasulullah saw. menamakan komandan
pasukan sebagai amir.

Departemen Peperangan (D4’irah al-Harbiyah) menangani semua
urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan,
logistik, persenjataan, peralatén, amunisi dan sebagainya; menangani
akademi-akademi militer, misi-misi militer, serta pemikiran Islam dan
pengetahuan umum apa saja yang menjadi keharusan bagi tentara; serta
menangani segala hal yang berhubungan dengan peperangan dan
persiapannya. Termasuk dalam wewenang departemen peperangan ini
adalah menyebarkan mata-mata (intel) untuk memata-matai kaum kafir
harbi. Membentuk lembaga yang mengatur masalah ini (lembaga intelijen)
menjadi bagian dari wewenang departemen peperangan.”’

6. Keamanan Dalam Negeri.

Departemen ini dikepalai oleh Mudir Keamanan Dalam Negeri
(Mudir al-Amni ad-Dakhili). Departemen ini memiliki cabang di setiap
wilayah yang dinamakan Iddrah al-Amni ad-Dakhili (Administrasi
Keamanan Dalam Negeri) yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah
(Shahib asy-Syurthah al-Wildyah). Cabang ini di bawah wali dari sisi

tanfidz (pelaksanaan/eksekusi), tetapi dari sisi administrasi berada di

2 1bid, 139.
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bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Hal ini akan diatur dengan
undang-undang yang khusus untuk masalah ini.

Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang
mengurusi segala bentuk gangguan keamanan. Departemen ini juga
mengurusi penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian
dan ini merupakan sarana utama untuk menjaga keamanan dalam negeri.
Departemen Keamanan Dalam Negeri berhak menggunakan satuan
kepolisian kapan pun dan seperti yang diinginkannya. Perintah departemen
ini harus segera dilaksanakan. Adapun jika keperluan menuntut untuk
meminta bantuan pasukan, maka departemen ini wajibmenyampaikan
perkara tersebut kepada Khalifah. Khalifah berhak memerintahkan
pasukan untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri, atau
dengan m;:nyiapkan kekuatan militer untuk membantu Departemen
Keamanan Dalam Negeri untuk menjaga keamanan, atau perkara lain
menurut pandangan Khalifah. Khalifah juga berhak menolak permintaan
Departemen Keamanan Dalam Negeri itu dan memerintahkannya agar
mencukupkan diri dengan satuan kepolisian saja.”!

7. Urusan Luar Negeri.

negeri yang berkaitan dengan hubungan negara Khilafah dengan

negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri

itu; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya—

2 1bid, 153.
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seperti perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, pelaksanaan
berbagai perundingan, tukar-menukar duta, pengiriman berbagai utusan
dan delegasi, serta pendirian berbagai kedutaan dan konsulat—ataupun
perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pertanian, perdagangan, pos,
telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit, dan lain sebagainya.
Semua perkara tersebut diurusi oleh Departemen Luar Negeri karena
semua itu menjadi kepentingan hubungan negara Khilafah dengan negara-
negara lain.”?
8. Perindustrian.

mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan
perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti
industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi
(kapal, pesawat, mobil, dsb), indpstri bahan mentah dan industri
elektronik, maupun yang berhubungan dengan industri ringan; baik
industri itu berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun
pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan
industri-industri militer (peperangan). Industri dengan berbagai jenisnya
itusemuanya harus dibangun dengan berpijak pada politik perang.

Sebab, jihad dan perang memerlukan pasukan, sementara pasukan,
agar mampu berperang, harus memiliki persenjataan. Agar persenjataan itu

terpenuhi bagi pasukan secara memadai hingga pada tingkat yang

2 Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah,.... 170.
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optimal tentu harus ada industri persenjataan di dalam negeri, khususnya
industri perang, karena hubungannya yang begitu kuat dengan jihad.?
9. Peradilan.

Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara
anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat memba-hayakan hak-
hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan
seseorang yang duduk dalam struktur pemérintahan; baik ia seorang
penguasa atau pegawai negeri, Khalifah ataupun selain Khalifah.?*

10. Mashilih an-Nis (Kemaslahatan Umum). |

kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, Jawatan, serta
unit-unitv yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan negara dan
memenuhi  kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Untuk setiap
departemen diangkat. seorang direktur jenderal. Untuk setiap jawatan
diangkat seorang direktur yang mengurusi manajemennya dan ia
bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Para
direktur itu bertanggung jawab kepada orang yang memimpin departemen,
Jawatan, atau unit mereka yang lebih tinggi dari sisi pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas-tugas mereka. Mereka juga bertanggung jawab kepada

B Ibid, 172.
# Ibid, 177.
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wali dan amil dari sisi pertanggungjawaban terhadap keterikatan mereka
dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan secara umum.>
11. Baitul Mal.

Baitul Mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan
berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya.
Baitul Mal juga digunakan untuk menyebut lembaga yang bertugas
memungut dan membelan-jakan harta yang menjadi milik kaum Muslim 2

12. Lembaga Informasi/Penerangan.

Lembaga Penerangan wajib meliputi dua jawatan utama:

Pertama, jawatan yang tugasnya mengurusi informasi yang
berkaitan deﬁgan negara, seperti masalah-masalah kemiliteran, industri
militer, hubungan internasional dan sebagainya. Tugas jawatan ini adalah
mengontrol secara langsﬁng informasi-infomlasi semisal ini. Informasi-
informasi jenis ini tidak boleh dimuat di media resmi negara ataupun
media swasta kecuali setelah diajukan kepada Lembaga Penerangan (dan
mendapat persetujuan).

Kedua, jawatan yang dikhususkan mengurusi informasi-informasin

Jenis yang lain. Kontrol jawatan ini terhadap informasi-informasi tersebut

2 Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah,.... 212.
?® Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara Khilafah,... 225.
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dilakukan secara tidak langsung. Media resmi negara atau media swasta
tidak memerlukan izin untuk menyebarkan informasi tersebut 2’
13. Majelis Umat (Syiira dan Muhésabah).

Lembaga ini sebagai tempat merujuk bagi Khalifah untuk meminta
masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat
dalam melakukan muhésabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat
pemerintahan (al-Hukkdm). Keberadaan majelis ini diambil dari aktivitas
Rasul saw. yang sering meminta pendapat/bermusyawarah dengan beberapa
orang dari kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum mereka. Hal
ini juga diambil dari perlakuan khusus Rasulullah saw. terhadap orang-
orang tertentu di antara para Sahabat Beliau untuk meminta masukan dari

mereka.?®

D. RELASI ISLAM DAN NEGARA MENURUT HIZBUT TAHRIR
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II yang lalu tentang
beberapa paradigma hubungan antara Islam dan Negara secara umum, maka pada
BAB ini akan akan membahas secara khusus mengenai hubungan Islam dan
Negara dalam perspektif Hizbut Tahrir.
Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang

sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan dengan

27 1bid, 240.
% Ibid, 247.
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agama-agama lain, sebenarnya Islam merupakan agama yang paling mudah untuk
menerima permis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang
paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana. Ini sebuah pandangan
yang mengakui bahwa di mana-mana, kehadiran Islam selalu memberikan
panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.?

Agama juga dapat diartikan sebagai system kepercayaan yang
memberikan arah keyakinantentang motivasi, landasan moral dalam bertindak,
baik individu maupun masyarakat. Adapun kekuasaan (negara) adalah lembaga
yang atas dasar otoritas dan kewibawaannya mengatur kehidupan bermasyarakat,
baik dalam pemerintahan maupun aspek lain yang diperlukan. Artinya, dalam
kehidupan pasti ada yang berkuasa dan agamalah yang berperan memberikan
landasan, baik etik dan moral maupun spiritual (dalam bertindak dan
berkehendak). Kekuasaan hanya bersifat.ragawi, sedangkan agama berfungsi
sebagai pemberi kekuatan spiritual, roh, jiwa yang segar, yang akhirnya
melahirkan masyarakat dan negara yang sehat.*

Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya
bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Bahkan sebagian kalangan muslim
melangkah lebih jauh dari itu: “percaya akan sifat Islam yang sempurna dan
menyeluruh sehingga, menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu

(din, agama; dunya, dunia; dawlah, negara). Kerana itu, Islam adalah sebuah

» Bahtiar effendi, Islam dan Negara,( Jakarta; Paramadina, 1998), 7
% Syaifuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, (Yogyakarta;Gama Media, 2007), 163.
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totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah
kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan
dalam keluarga, ,ekonomi, dan politik. Bagi kalangan muslim ini realisasi sebuah
masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni
sebuah negara ideologis yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang
lengkap.*!

Model pandangan yang semacam ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas,
merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal
idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai keinginan
untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara.

Adapun orientalis yang mengakui kenyataan sebagaimana tersebut di atas
antara lain C. A. Nollino yang berkata, “Muhammad telah meletakkan dasar-dasar
Agama dan Negara pada waktu yang sama.” Mac Donald juga menggtakan, “Di
sana di Madinah, telah terbentuk Negara-negara islam yang pertama, diletakkan
pula prinsip-prinsip yang asasi di dalam aturan-aturan Islam.” Dan H. R. Gibb
menyatakan, “pada waktu itu menjadi jelas bahwa Islam bukan semata akidah
agama yang individual sifatnya, tetapi juga mewajibkan mendirikan masyarakat
yang mempunyai uslub-uslub tertentu di dalam pemerintahan dan mempunyai

undang-undang dan aturan-aturan yang khusus.”*

*! Bahtiar effendi, Islam dan Negara....... 7
2 H. A. Djazuli, Figh siyasah: Implementasi kemaslahatan Umat Dalam R ambu-rambu Syariah,
(Jakarta; Kencana, 2003), 80.
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Bahkan menurut beberapa orang sarjana Islam menyatakan bahwa
pemikiran dan persiapan untuk terbentuknya Negara di Madinah itu telah
dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau masih berada di Mekkah. Hal ini
dikemukakan oleh Abd. Karim Zaedam, M. Yusuf Musa, dan Abd. Kadir Audah
yaitu, bahwa “Nabi telah memikirkan masalah Negara ini ketika beliau masih di
Mekkah” >

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syeh Mahmud Syaltout;

“Tidak mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya pengerahan
dari masyarakat dan politik Negara, karena apabila demkian Negara itu tidak
bersifat Islami”.3*

Karena dalam pandangan ini, umat Islam mempunyai suatu asumsi
teologis bahwa Islam merupakan agama yang bersifat holistik, universal. Di
dalamnya berisi beberapa pokok ajaran yang dapat diimplementasikan dalam
seluruh aspek kehiduppan manusia, atas keyakiyan semacam itu, Islam sebagai
agama (ad-din), kemudian dibedakan dengan konsep agama dalam pandangan
barat, yang membatasiwilayah kerja agama padapersoalan yang bersifat pribadi.
Islam sebagai ad-din dipahami sebagai ajaran yang serba meliputi atau ajaran
yang multidimensional yang mencakup seluruh aspek kehidupan religius-

spiritualdan aspek social-kemasyarakatan.*

3 Ibid, 82

3 Ibid, 81

%33 Abu Zhara, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah,
1999), 94-95.
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Karena Islam dalam pandangan ini tidak mengenal adanya pemisahan
antara politik dan agama seperti dalam paradigma agama barat dan Kristen, maka
Islam memandang bahwa politik merupakan tugas keagamaan dan keduniawian
sekaligus. Politik dengan demikian, tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan
tugas keduniawian yang lebih banyak menegjar kepentingan-kepentingan
pragmatis yang bersifat jangka pendek, tetapi juga mengandung muatan _
keagamaan, yakni nilai-nilai moralitas keagamaan. Dengan demikian, politik
menemukan kenyataan hakikinya sebagai refleksi tanggung jawab (amanah)
manusia, baik secara kemanusiaan maupun secara ketuhanan.

Sesuatu hal yang wajar apabila Islam mengajarkan masalah-masalah
kenegaraan, dengan alasan sebagai berikut:

-1) Di dalam ajaran Islam kita mendapatkan prinsip-pﬁnsip musyawarah,

pertanggung jawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah
di dalam hal yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang
dan damai, perjanjian atar Negara.

2) Negara ,penting sekali dalam rangka melaksanakan hukum-hukum

Islam. Bahkan sebagian hokum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa
adanya Negara seperti hokum pidana.

3) Di kalangan fuqaha kita kenal dengan istilah Darul Islam dan Darul

harb. Darul Islam itu sesungguhnya daulah Islamiah.

4) Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala Negara

ketika beliau berada di Madinah.
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Oleh karena itu, jumhur ulama mewajibkan adanya pemerintahan.
Kewajiban ini berdasarkan kepada: (1) ijma’ul sahabat; (2) menolak bencana
yang ditimbulkan oleh keadaan yng kacau-balau akibat tidak adanya
pemerintahan; (3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan; (4) mewujudkan
keadilan yang sempurna.*

Tampaknya Hizbut Tahrir juga sepaham dengan itu, hal ini dapat
ditandai dari tujuan berdirinya Hizbut Tahrir itu sendiri yaitu, melangsungkan
kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan
ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dar al-Islam
dan di dalam lingkungan masyarakat Islam.” Tuj_uan ini berarti pula menjadikan
seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta
menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di
bawah naungan dawlah Islam. Dawlah ini adalah dawlah-khilafah yang dipimpin
oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar
dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan
pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban
risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu, Hizbut Tahrir bertujuan untuk membangkitkan kembali
umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan.

Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa

% H. A. Djazuli, Figh siyasah: ..., 83
37 Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Polotik Islam Ideologis, (Bogor; Pustaka
Thariqul Izzah, 2000), 3
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kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali
negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar
umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di
dunia—sebagaimana yang telah terjadi di masa silam; sebuah negara yang
mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.*

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menolak dengan tegas terhadap penerapan
sistem sekuler pada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Menurutnya, Sistem sekuler yang saat ini diterapkan di negeri-negeri Muslim,
tidak akan pernah bisa menghasilkan kebaikan dan kemajuan bagi umat Islam,
karena sistem itu adalah sistem yang rusak dan bertentangan dengan akidah
Islam. Sistem ini telah nyata-nyata menjauhkan umat Islam dari harta miliknya
yang paling berharga, yaitu kecintaan kepada agama Allah SWT. *°

Menurutnya, bila sistem yang diterapkan sejalan dengan akidah umat,
maka akan terbentuk sinergi yang produktif antara sistem dan umat, sehingga
akan terjadi dinamika luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Dalam bentangan
sejarah dunia, Islam terbukti berhasil membangkitkan masyarakat, dari yang
sebelumnya hidup dalam kebodohan dengan sebuah kebangkitan yang luar biasa
dan tidak pernah bisa ditandingi oleh kebangkitan yang terjadi dalam masyarakat
manapun; menjadi sebuah masyarakat mulia, yang mengawali terbentuknya

peradaban agung yang berkemajuan. Itulah masyarakat Islam pertama dalam

38 5.
Ibid, 4

¥ Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah,

2000), 7.
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naungan Daulah Islam, yang disebut juga Daulah Khilafah pertama di Madinah
al-Munawwarah. Selama lebih dari satu milenium, peradaban Islam nan gemilang
itu menjadi mercusuar bagi seluruh umat manusia.

Dalam masyarakat Islam, sistem Islam bekerja mengatur masyarakat
dengan sebaik-baiknya sehingga kerahmatan yang dijanjikan benar-benar dapat
terwujud. Dalam kaitannya dengan perlindungan kaum minoritas, misalnya, telah
terbukti Khilafah mampu melindungi mereka. Ketika orang-orang Yahudi
terpaksa harus mengungsi akibat praktek inkuisisi yang dilakukan oleh orang-
orang Kristen di Spanyol pada abad ke-15, mereka mendapat perlindungan dari
Khalifah Bayazid II. Wilayah Negara Islam menjadi tempat vtinggal mereka yang
baru. Nyatalah bahwa Daulah Khilafah menjadi tempat yang nyaman bagi
siapapun. Semua warga negara Daulah Khilafah, tanpa memandang keyakinan,
agama, ras dan bahasa, baik Muslim maupun non-Muslim, dijamin akan
menikmati keadilan dan keamanan. Keadaan seperti ini tentu tidak bisa dipenuhi
oleh sistem selain Islam. Karena itu, wajar bila kemudian Daulah Khilafah
mendapatkan loyalitas dari rakyat yang hidup di dalam naungannya, termasuk
dari kalangan non-Muslim. Pasukan Salib yang datang menyerbu wilayah Syam
ketika itu, terhenyak ketika mereka mendapati kenyataan bahwa mereka harus

berhadapan dengan pasukan yang seagama, yakni orang-orang Kristen di Syam,
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yang terjun dalam kancah peperangan untuk mempertahankan Daulah Khilafah,
yang telah dianggap sebagai negara mereka sendiri.*’

Kondisi semacam ini dapat diwujudkan kembali asal umat Islam mau
kembali kepada rahasia kejayaan Islam, yakni diterapkannya sistem Islam secara
kaffah melalui Daulah Khilafah di satu atau lebih negeri Muslim yang kuat,
sebagai titik awal proses penyatuan kembali atau reunifikasi seluruh dunia Islam.

Oleh karena itu, mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban seluruh
kaum Muslim dan tidak halal bagi mereka hidup selama tiga hari tanpa adanya
bai’at. Jika kaum Muslim tidak memiliki khalifah selama tiga hari, maka seluruhnya
berdosa hingga mereka berhasil mengangkat seorang khalifah. Dosa tersebut tidak
akan gugur, hingga mereka mencurahkan segenap daya dan upaya untuk
mengangkat seorang khalifah dan memfokuskan aktivitasnya hingga berhasil
mengangkatnya.”!

Kewajiban mengangkat seorang khalifah ditetapkan berdasarkan Al-
Quran, As-Sunah dan Ijma’ Sahabat. Adapun penetapan berdasarkan Al-Quran,
maka sesungguhnya Allah SWT memerintahkan Rasul saw supaya menjalankan
pemerintahan di tengah-tengah kaum Muslim dengan apa-apa yang telah
diturunkan kepadanya. Perintah-Nya tersebut bersifat pasti. Allah berfirman

dalam QS. al-Maaidah ayat 49.4

 Ibid 8
*! Hizbut Tahrir, Daulah Islamiyah, (Jakarta; HTI-Press, 2009), 273.
2 Al Qur’an, 5:49
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Dari uraian ayat di atas, Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa umat Islam
wajib melaksanakan Islam sebagai Diin (agama) yang sempurna secara kaffah.
Mereka wajib melaksanakan syariah (hukum Islam) seputar pernikahan,
perceraian, jual-beli, dan jihad defensif untuk membebaskan wilayah yang
dijajah, sebagaimana wajib melaksanakan syariah seputar ibadah, seperti
puasa, shalat, zakat, haji dan sebagainya. Mereka akan diminta
pertanggungjawaban atas setiap kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban ini.

Adapun hukum-hukum lain yang penerapannya menjadi wewenang
Khalifah atau kepala negara, seperti hukum seputar sanksi (‘uqubat), jihad ofensif
untuk menyebarluaskan dakwah Islam, hukum kepemilikan negara dan hukum
tentang Khilafah itu sendiri, maka seorang pun tidak berhak untuk melaksanakan
hokum tersebut kecuali Khalifah. Dalam perkara ini, umat Islam dalam kondisi
apapun wajib untuk menaatinya.

Hanya dengan melaksanakan sistem Islam secara kaffah, umat Islam dan
manusia secara keseluruhan akan kembali dapat menikmati kehidupan yang adil,
damai, dan sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT. Dalam kehidupan seperti
itulah, umat Islam dapat merealisasikan ketundukan, ketaatan, dan kepasrahannya
kepada Allah SWT. Inilah realisasi dari misi hidup untuk beribadah kepada Allah

SWT secara nyata. Bersamaan dengan itu, umat Islam terus berusaha
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menyiapkan kemampuan diri untuk memimpin bangsa-bangsa lain di seluruh
dunia.*”’

Satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan tugas tersebut adalah
sebuah kekuasaan yang menerapkan sistem Islam secara murni dan menyeluruh
(kaffah). Institusi yang dimaksud tidak lain adalah Daulah Khilafah. Dalam al-
Quran, Allah SWT dengan tegas memerintahkan kepada setiap Muslim untuk
bertahkim (memutuskan hukum) hanya berdasarkan pada apa yang telah

ditetapkan Allah SWT:

oot fsmazte A ,!ujoJ”ﬂw‘-’ ;55‘; a3k X3

B OsiliZ 4 258, ST

Dan Kami telah  turunkan kepadamu Al-Quran  dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang

diturunkan sebelumnya) dan batu vjian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka

* Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah,
2000), 7.



91

putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan Jjanganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan
Jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah
kamu perselisihkan itu.” (Qs. Al-Maaidah [5]: 48)*

_Begitulah, hidup di bawah naungan Daulah Khilafah dipastikan akan
sejalan dengan akidah umat dan sejalan pula dengan kebutuhan riil masyarakat
seperti tersedianya fasilitas kesehatan (rumah sakit, rumah obat, dll), sarana
pendidikan (sekolah/kampus, perpustakaan, fasilitas laboratorium, dll), serta
berbagai infrastuktur untuk melayani masyarakat; karena, setiap manusia tentu
ingin menjalani hidup di dunia ini dengan baik (hasanah). Karena itu, merupakan
kewajiban Daulah Khilafah untuk menyediakan itu semua. Sebab, Daulah
Khilafah adalah Daulah Ri’ayah (negara yang mengurusi kehidupan rakyat).

Untuk tujuan itu, dalam sistem pemerintahan Islam, negara ditopang oleh
sejumlah struktur yang ditetapkan oleh syariah, diantaranya Khalifah (kepala
negara), para Mu’awin (pembantu khalifah), para Wali (kepala daerah), hingga
para Qadhi (hakim), petugas administrasi, dan Majelis Umat. Sedangkan

dalam sistem ekonomi Islam, terdapat berbagai ketentuan syariah yang berkaitan

“ Al Quran, 5:48
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dengan tanah, kepemilikan, industri, perdagangan dalam dan luar negeri, dan
sistem lainnya, yang semua itu akan menjamin terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan di atas. Sementara terkait dengan politik luar negeri, terdapat
ketentuan syariah tentang kewajiban membangun tentara yang kuat dengan
kemampuan dan perlengkapan yang memadai guna mengemban tugas dakwah ke
seluruh penjuru dunia.

Semua kewajiban syariah di atas dan yang sejenis wajib dilaksanakan oleh
Khalifah, bukan yang lain. Dan seluruh umat Islam wajib melakukan pengawasan
dan koreksi aga pelaksanaan kewajiban itu berjalan dengan baik.

Allah SWT mewajibkan umat Islam mengatur hidupnya dengan syariah
Islam. Allah SWT berfirman:

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran
yang telah datang kepadamu.” (Qs. al-Maaidah [5]: 48).

Seruan kepada Rasul saw adalah seruan untuk umatnya selama tidak ada‘
dalil yang mengkhususkan bagi beliau saja. Dalam hal ini tidak ada dalil yang
dimaksud, sehingga seruan tersebut ditujukan bagi seluruh kaum Muslim untuk
mendirikan pemerintahan. Mengangkat seorang khalifah berarti mendirikan
pemerintahan dan kekuasaan.

Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah
yang menuturkan bahwa Rasul saw bersabda: “Setelahku akan ada para wali

yang memerintah kalian. Lalu orang baik akan memerintah kalian dengan
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kebaikannya dan orang yang jahat akan memerintah kalian dengan
kejahatannya. Maka dari itu, dengarkanlah mereka dan taatilah dalam hal-hal
yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka itu bagi kalian.
Jika mereka berbuat jahat, maka itu bagi kalian dan tanggung jawab mereka”.*’

Adapun penetapan berdasarkan Ijma, para sahabat telah menjadikan hal
yang paling penting bagi mereka setelah wafat Nabi saw adalah mengangkat
seorang khalifah. Hal ini berdasarkan riwayat yang ada di dalam dua kitab shahih
dari peristiwa Sagifah bani Sa’idah. Demikian juga setelah kematian setiap
khalifah, secara mutawatir telah sampai adanya ijma sahabat tentang kewajiban
mengangkat seorang khalifah bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban
yang paling penting. Hal itu dianggap sebagai dalil yang qath’i. Ada lagi ijma
sahabat mutawatir tentang ketidakbolehan kosongnya umat dari seorang khalifah
pada satu waktu tertentu. Karena itu, wajib bagi umat mengangkat seorang imam
atau menegakkannya dan mengangkatnya menjadi seorang penguasa. Seluruh
umat diseru dengan kewajiban tersebut sejak awal wafatnya beliau saw hingga
tibanya hari Kiamat.

Keharusan yang pasti untuk mengangkat seorang khalifah sangat jelas dan
ini terlihat dari kegamblangan pemahaman sahabat terhadap hal itu, yaitu dari apa
yang telah sahabat lakukan dengan mendahulukan mengangkat seorang khalifah
dan membai’atnya dari pada memakamkan jenazah Rasul saw. Demikian juga

nampak jelas dari tindakan Umar bin Khaththab saat dia ditkam dan sedang

* Hizbut Tahrir, Daulah Islamiyah, (Jakarta; HT1-Press, 2009), 275
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menjelang  kematian. Kaum Muslim meminta kepadanya untuk menunjuk
pengganti, namun dia menolak. Mereka sekali lagi meminta kepadanya, maka
akhirnya dia menunjuk sebuah tim yang beranggotakan enam orang. Dengan
kata lain dia telah membatasi pencalonan sebanyak enam orang yang akan dipilih
dari mereka seorang khalifah. Dia tidak mencukupkan diri dengan keputusan itu,
tetapi membuat batas waktu bagi mereka yaitu tiga hari. Kemudian dia berpesan
apabila ada yang tidak sepakat terhadap seorang khalifah setelah tempo tiga hari,
maka bunuhlah orang tersebut. Dia juga mewakilkan kepada mereka siapa yang
akan membunuh orang yang tidak sepakat tersebut, padahal mereka adalah ahlu
syuro dan sahabat besar. Tentu saja demikian, karena mereka adalah Al
‘Utsman, Abdurrahman bin ‘Auf, Zubair bin ‘Awwam, Thalhah bin ‘Ubaidillah
dan Sa’ad bin Abi Waqash. Apabila mereka membunuh salah seorang diantara
mereka sendiri bila orang tersebut tidak sepakat untuk memilih seorang khalifah,
hal itu menunjukkan adanya kepastian yang harus dipegang erat untuk memilih
seorang khalifah.

Harus diingat banyak sekali kewajiban syar’i yang pelaksanaannya
bertumpu kepada seorang khalifah, seperti menjalankan hukum-hukum,
menegakkan hudud, menjaga wilayah perbatasan dan mempersiapkan pasukan,
menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat,
memelihara keamanan dan sebagainya dari urusan-urusan yang terjadi diantara

anggota masyarakat. Karena itu mengangkatnya adalah wajib.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka

pembahasan tentang Relasi Islam dan Negara menurut Hizbut Tahrir dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Relasi Islam dan Negara menurut Hizbut Tahrir adalah besifat integrative dan
tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah Negara.
Karenanya, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.
Pemerintahan Negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Ialahi”, karena
memang kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” Tuhan. Prinsip dasar
dalam pemerintahan Islam adalah kedaulatan tertinggi di tangan Allah dan
kekuasaan di tangan ummat.

Hizbut Tahrir menganggap bahwa umat Islam wajib melaksanakan Islam
sebagai Diin (agama) yang sempurna secara kaffah. Mereka wajib
melaksanakan syariah (hukum Islam) dalam sebuah pemerintahan dengan
cara mendirikan Negara Khilafah. Karena hanya dengan melaksanakan sistem
Khilafah Islamiyah secara kaffah, umat Islam dan manusia secara keseluruhan
akan kembali dapat menikmati kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera

dalam naungan ridha Allah SWT. Dalam kehidupan seperti itulah, umat Islam
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dapat merealisasikan ketundukan, ketaatan, dan kepasrahannya kepada Allah

SWT.

B. Saran-Saran
Setelah malakukan analisa terhadép Relasi Islam dan Negara menurut

Hizbut Tahrir, ada beberapa hal yang perlu untuk dijadikan saran:

1. Hendaknya gerakan politik Hizbut tahrir melakukan kerjasama terhadap
kelompok-kelompok dakwah non-politik (gerakan kultural), sehingga akan
diperoleh kesamaan visi dan persesi tentang ke arah mana dan bagaimana
masa depan umat Islam baik dari system politik, pendidikan, ekonomi, dan
kesejateraan sosialnya.

2. Hizbut Tahrir perlu melakukan gerakan structural dengan terlibat dalam
system politik formal, sehingga pemikiran gagasan Hizbut Tahrir akan dapat
tersalurkan. Di sisi lain keterlibatan Hizbut Tahrir dalam sebuah system
politik formal akan memberikan pengalaman bagaimana mengatur sebuah
Negara dengan segala macam permasalahannya.

3. Sebagaimana maksud diciptakannya manusia di muka bumi yang menurut
bahasa Al-Qur’an adalah Khalifah fil ardhi, maka seyogyanya barang siapa
yang diperciiya oleh Allah untuk mengemban amanat berupa kekuasaan agar
dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar cita-cita pemerintahan Islam yang

didasarkan pada syariat akan dapat terwujud dengan sempurna.
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